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KATA PENGANTAR 

 
Bismilahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

 

Alhamdullilah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, 

sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022  dapat 

diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan 

program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan 

Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.  

 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022 

dikelola oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah  

Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker 

Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat  dengan total  anggaran  sebesar Rp. 

264.476.541.000,- dengan realisasi sebesar  Rp.223.708.392.961,- atau 84,59% 

realisasi fisik mencapai 98,48%,  terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar 

Rp.69.124.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp.62.413.574.635,- atau 90,29% dan 

realisasi fisik mencapai 98,63%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.183.151.999.000,-  dengan 

realisasi  sebesar Rp.149.511.184.251,- atau 81,63% dengan realisasi fisik sebesar 

97,52%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah 

Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- realisasi 

sebesar Rp.11.783.634.075,- atau 96,59% dengan realisasi fisik sebesar 99,17%. 

 

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan Triwulan  IV Tahun Anggaran 2022  ini tidak luput dari berbagai 

kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta 

mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan 

dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini 

dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat  bagi perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan  dan semoga Allah subhanahu wata’ala memberkahi 

dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua. 

 
 
 



Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan IV Tahun 2022  

ii 
 

Wabillahi taufiq walhidayah 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mataram,                               2022 
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB 

 
 
 
 

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19651231 199403 1 153 
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RINGKASAN 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi 

Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebesar 

Rp.264.476.541.000,- yang berasal dari 14 Kementerian/Lembaga Negara antara 

lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan,  Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN 

Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat,  yang diselenggarakan oleh 48 Satuan Kerja (Satker) 

dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (10 Satker Tugas 

Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan 

dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.  

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan  pada 

Satuan Kerja  Provinsi Nusa Tenggara Barat  untuk triwulan IV terdapat pengurangan  

alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat  sebesar Rp.80.435.445.000,- atau 19,55%, yang pada triwulan III jumlahnya 

sebesar Rp.344.911.986.000,-  dan untuk triwulan IV ini alokasi anggaran  sebesar 

Rp.264.476.541.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 223.708.392.961,- 

dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat  sebesar Rp. 

183.151.999.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas 

Pembantuan) tetap sebesar Rp.12.200.100.000,-  yang dilaksanakan  oleh 4 satker 

pada 3 Kabupaten antara lain Kabupaten  Lombok Timur, Lombok Utara dan 

Kabupaten Bima.  

Realisasi sampai triwulan IV telah mencapai Rp.223.708.392.961,- atau 

84,59% dengan realisasi fisik mencapai 98,48%, terdiri dari dana Dekonsentrasi 

realisasi  sebesar Rp.62.413.574.635,-  atau 90,29% dan realisasi fisik mencapai  

98,63%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat realisasi  sebesar Rp.149.511.184.251,- atau 81,63% dengan 

realisasi fisik sebesar 97,52%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker 

lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi  sebesar 

Rp.11.783.634.075,- atau 96,59% dengan realisasi fisik sebesar 99,17%,-. 
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Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh  enam belas (16) SKPD atau OPD 

penerima yang terdiri dari 44 Satker terdiri dari  34 Satker Dekonsentrasi dan 10 

Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan  terdapat pada Dinas 

Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan dan  Dinas Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi.  Untuk tahun ini dinas kelautan dan perikanan mendapatkan 

dana tugas pembantuan.  Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi 

anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan 
Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik 

 

NO Nama SKPD/OPD 
Jumlah 
Satker 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi  
Anggaran 

% 

Keu. Fisik 

1 Dinas Kesehatan 6 Satker 
Dekon 

  14,251,005,000     12,084,864,454       84.80  93.28 

2 Bappeda 2 Satker 
Dekon 

    1,209,294,000       1,137,315,050       94.05  100 

3 Dinas Penanaman 
Modal Dan PTSP 

2 Satker 
Dekon 

518,774,000 500,193,104      96.42  100 

4 Sekretariat daerah 1 Satker 
Dekon 

1,172,545,000 1,172,204,435      99.97  100 

5 Inspektorat 1 Satker 
Dekon 

220,019,000 220,017,725    100.00  100 

6 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

6 Satker 
Dekon 

2,979,926,000 2,943,161,239      98.77  98.21 

1 Satker 
TP 

1,315,132,000 1,315,111,250    100.00  100.00 

7 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan 

5 Satker 
Dekon 

23,147,966,000 22,342,269,164      96.52  98.89 

4 Satker 
TP 

47,711,745,000 44,826,253,572      93.95  95.36 

8 Dinas Peternakan 
Dan Kesehatan 
Hewan 

2 Satker 
TP 

105,641,329,000 75,005,622,249      71.00  95.55 

9 Dinas Koperasi 1 Satker 
Dekon 

13,199,355,000 9,983,694,150      75.64  97.95 

10 Dinas Pemuda Dan 
Olah Raga 

1 Satker 
Dekon 

2,754,585,000 2,663,427,180      96.69  95.65 

11 Dinas Perdagangan 2 Satker 
Dekon 

1,243,142,000 1,086,828,770      87.43  100 
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12 Dinas Perindustrian 1 Satker 
Dekon 

1,658,000,000 1,646,642,265      99.31  99.67 

13 Dinas 
Perpustakaan 

1 Satker 
Dekon 

422,567,000 422,567,000    100.00  100 

14 Dinas Pekerjaan 
Umum Dan 
Perumahan Rakyat 

2 Satker 
TP 

27,609,877,000 27,500,372,018      99.60  100 

15 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

4 Satker 
Dekon 

4,667,264,000 4,541,702,980      97.31  97.1 

1 Satker 
TP 

873,916,000 863,825,162      98.85  96.67 

16 Dinas Pariwisata 1 Satker 
Dekon 

1,680,000,000 1,668,687,119      99.33  100 

  
Jumlah 

44 
Satker 

252,276,441,000   211,924,758,886  84.00  98.33  

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah) 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 

menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan 

pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan 

pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan 

otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

 Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat sebagai berikut: 

a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat; 

b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan 

asas Dekonsentrasi; atau; 

c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas 

Pembantuan. 

 Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan 

Pemerintah ini mengatur mengenai :  

a)   Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;  

b)   Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;  

c)   Pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan  

d) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 
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 Pemerintah pusat dapat melimpahkan Sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi yang 

dilaksanakan  oleh Kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian. 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi : 

a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap : 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota;  

2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; 

b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk : 

• Fasilitasi; 

• konsultasi; 

•  Pendidikan dan pelatihan; 

•  penelitian dan pengembangan; dan  

• bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Pengawasan umum dan teknis dalam  bentuk:  

• reviu, 

• monitoring, 

• evaluasi, 

• Pemeriksaan; dan 

• bentuk pengawasan lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Dalam hal pembinaan dan umum dan teknis tidak dilimpahkan kepada GWPP, 

kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pembinaan 

dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing 

dan berkoordinasi dengan GWPP. Penyelenggaraan Dekonsentrasi  kepada GWPP 

berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan peraturan 

Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian. Penyelenggaraan Dekonsentrasi  

kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP ditetapkan dengan 

peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, 
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setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri, dan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan, ditetapkan paling lambat bulan November 

untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.  

peraturan Menteri /Lembaga Pemerintah non-Kementerian dan peraturan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, disampaikan kepada 

GWPP sebagai dasar penetapan keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan  

Dekonsentrasi kepada GWPP.  Keputusan Gubernur ditetapkan paling lambat bulan 

Desember sebelum tahun pelaksanaan  Dekonsentrasi kepada GWPP tahun 

anggaran berikutnya.  

Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada 

GWPP merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 

barang milik negara, yang digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan 

Dekonsentrasi kepada GWPP. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP harus 

dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada presiden oleh  Menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan ketentuan :  

a) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan 

Dekonsentrasi kepada GWPP kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam negeri  dengan tembusan disampaikan kepada Menteri 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

di bidang keuangan, dan menteri/kepala Lembaga  Pemerintah nonkementerian 

terkait; 

b) Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi  

kepada GWPP sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Presiden 

melalui Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 

Pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP  menggunakan system 

pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.  

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi : 

1. Tugas Pembantuan Pusat  
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Tugas Pembantuan  Sebagian urusan Pemerintahan  yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah  

penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat.  

Pemerintah Pusat dapat  menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren 

yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah 

kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 

2. Tugas Pembantuan Provinsi 

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah 

penugasan dari  Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota 

melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

provinsi.  

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah 

kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan : 

a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah 

kabupaten/kota: 

b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama 

dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan; 

c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan 

prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan; 

d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah; 

e. Memperhatikan karakteristik daerah; 

f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan  

g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah; 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi  harus memenuhi ketentuan : 

a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota: 

b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama 

dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan; 
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c. daerah  kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk 

menyelenggarakan Tugas Pembantuan; 

d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota; 

e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota; 

f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan 

g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat. 

Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi diberikan untuk 

melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan lingkup antardaerah kabupaten/kota.  

Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk 

melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota. 

Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah  kabupaten/kota diberikan untuk 

melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota.  

Perencanaan  Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan 

Pusat dilaksanakan sesuai dengan : 

a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara; 

b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan 

c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.  

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga 

pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota 

ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian.  

ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian 

ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian  

disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur 

mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan 

Gubernur  mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat. 
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Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota 

ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan 

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan 

Gubernur   disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan  

bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi 

dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi 

dan  ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan 

tahun anggaran berikutnya 

Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

Pusat merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 

barang milik negara. Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Provinsi merupakan barang milik daerah dan dikelola serta 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang milik negara dan barang milik 

daerah digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Tugas Pembantuan.  

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan 

dan dilaporkan dengan ketentuan : 

a. Gubenur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah 

nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah  dengan tembusan kepada 

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dibidang keuangan; 

b. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan 

Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah 

nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah  dengan tembusan kepada 

GWPP. 
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c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan 

kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri 

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dibidang keuangan; 

d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan 

Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan 

kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden. 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan 

dan dilaporkan dengan ketentuan : 

a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan 

Tugas Pembantuan Provinsi kepada  Gubernur yang menugasi setelah 

melaporkannya  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, 

disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah; 

b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui 

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas 

Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi 

sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system 

pemerintah berbasis elektronik.  

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan 

penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana 

penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur 

dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang 



Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan IV Tahun 2022  

8 
 

keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam negeri.  

 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP 

dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis 

dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa 

pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang 

menelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah 

daerah. 

 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan 

kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

pada Triwulan IV  tahun anggaran 2022  sebesar Rp.264.476.541.000,- yang berasal 

dari 14 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan 

Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan 

Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang 

diselenggarakan oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 

Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.   

 Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan 

kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur 

melalui Bappeda dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan. Sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan 
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pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan  oleh kepala perangkat daerah 

yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap 

berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tembusan kepada BPKAD. 

 Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan 

manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 

pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se 

provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

1.2 DASAR HUKUM 

 Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun 2022; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan 

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2022; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. 

 

1.3 TUJUAN DAN SASARAN 

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

triwulan IV tahun anggaran 2022,  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan),  bertujuan sebagai pembinaan dan 

pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta 

pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut 

: 

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan 

serta  kendala-kendala  yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara  

Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut; 

2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik; 

3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala 

yang dihadapi, dan saran tindak lanjut; 

4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat 

(dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan; 

5. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan 

penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau 

kabupaten/kota. 

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat 

daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota. 
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BAB II  

 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA 

BARAT PADA TAHUN 2022 
 

 Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2022 sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ditekankan pada pemulihan Ekonomi dan 

Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi sebagai upaya pemulihan daya beli 

masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis 

kesehatan dengan pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya 

beli rumah tangga serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.  

 

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2022 

Tema RKP tahun 2022 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia 

yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang telah 

berdampak sistematik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial 

dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan 

meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan 

menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis, maka tema pembangunan RKP 

2022 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan dampak  COVID-19 

dengan berorientasi pada membanguna ke depan dengan lebih baik (Build Forward 

Better). Tema pembangunan RKP 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Struktural". 

Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai percepatan 

pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 

dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator 

pembangunan dan juga menitikberatkan pada indicator nilai tukar petani dan nilai 

tukan nelayan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2022 adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2022 
 

Indikator Pembangunan 
Target 

Nasional 

 
Target NTB 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2-5,8 4,23 - 6,90 

Tingkat Pengangguran Terbuka  (%) 5,5-6,3 3,19-3,70 

Tingkat Kemiskinan (%) 8,5–9,0 13,00-13,13 

Rasio Gini (nilai) 0,376–0,378 0,365 

Indeks Pembangunan Manusia  73,41-73,46 69,61 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) 
*menuju target 29% di 2030 26,87 

 
3,55-24,05 

Sumber: RKP Tahun 2022 

 

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP,  tahun 2022 ,ditetapkan 

arah kebijakan  dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.   Adapun 

arah kebijakan,  yakni mencakup : 

1. Pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha; 

Penuntasan krisis kesehatan;  terkendalinya  pandemi COVID-19 menjadi faktor 

utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi  yang 

berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyakat dan dunia usaha 

untuk kembali melakukan aktifitas ekonmi secara normal. 

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha;  pandemi COVID-19 

berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha terutama UMKM. Kondisi dunia 

usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberika bantuan untuk 

mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan untuk 

mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena 

dampak besar seperti sektor pariwisata dan  industri. 

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga; banibutuhkan 

terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali  

bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja 

akan meningkatkan ketrampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja 

yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan. 

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya selain membantu 

meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan 

berkontribusi bagi peningkatan investasi. 
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2. Diversifikasi Ekonomi  

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan 

dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri 

pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi 

pangan dilakukan melalui pembangunan food estate. Pemulihan dan 

peningkatan daya  saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep 

pembangunan   rendah karbon (green recovery) . Disamping itu dilakukan 

transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, 

pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital; 

3. Reformasi Struktural 

Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan 

implementasi UU Cipta kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur 

ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola 

dilakukan antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan 

penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas 

SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan 

pekerjaan ke depan (future of work) dilakukan melalui perbaikan system 

kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. 

 

2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat 

Pengembangan Wilayah  Nuasa Tenggara Barat diarahkan untuk memacu  

transformasi  perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai 

gerbang pariwisata alam dan budaya dengan keunikan tinggi, didukung dengan 

percepatan pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah serta penuntasan 

pemulihan pasca bencana di Wiayah Nusa Tenggara. Transformasi perekonomian 

Wilayah Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor perikanan dan kelautan, 

pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga dan emas serta 

pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).    

Pada tahun 2022, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan 

sembilan  langkah: 

a. Mendorong  pengembangan industri MICE (Meeting, Incentives, Conference, and 

Exhibition) yang didukung dengan  dan penyelenggaraan kegiatan  olahraga 

internasional dan festival budaya sebagai  penggerak sekaligus sarana promosi 
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pariwisata khususnya di DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan 

Bajo; 

b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, terutama 

pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, peternakan, perkebunan,  

budidaya tanaman pangan termasuk  pengembangan  food  estate di Sumba 

Tengah serta  pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan; 

c. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri 

kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional; 

d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan 

memperkuat koneksi transportasi  Wilayah Nusa Tenggara dengan  hub pariwisata 

internasional utama Bali; 

e. Mengembangkan perekonomian  kawasan perbatasan  terutama PKSN  Atambua 

dan PKSN  Kefamenamu serta memperkuat kerjasama perdagangan dengan 

negara tetangga yaitu  Timor Leste; 

f. Mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan 

pariwisata wilayah dengan fokus pada  penyediaan air minum dan sanitasi, akses 

terhadap energi, pengelolaan sampah dan limbah,  penyediaan perumahan,  

drainase dan transportasi publik perkotaan; 

g. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan investasi dan 

memperluas kerja sama antardaerah;  

h. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak 

atas tanah; 

i. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW 

maupun RDTR sebagai  acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang melalui pemberian  bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah 

daerah. 

Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan 

kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, terutama  pendidikan 

dasar dan menengah;  
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2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan 

keterampilan hidup  dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat  

khususnya pada sektor  strategis dan strategis;  

3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, kawasan 

transmigrasi, kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau  terluar dengan 

memperkuat keterkaitannya  dengan  kota-kota kecil dan sedang terdekat; 

4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan 

elektrifikasi rumah tangga serta , akses air minum, dan sanitasi di perdesaan. 

5. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di  bidang perumahan 

rakyat, ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  

(Trantibumlinmas) dan pendidikan ;  

6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam rangka  

pengelolaan keuangan daerah dan dana desa untuk memfasilitasi pengembangan 

ekonomi lokal;  

7. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara. 

Adapun untuk memperkuat  ketahanan bencana wlayah akan dilakukan 

langkah-langkah  memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal,  

mengembangkan  data  kebencanaan , meningkatkan ketersediaan prasarana  dan 

sarana deteksi dini bencana,  memperkuat kerjasama lintas pelaku dalam mitigasi dan 

tanggap bencana dan memgembangkan sinergi pembiayaan penanggulangan 

bencana.   Penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada kawasan-kawasan 

strategis pariwisata  dan daerah –daerah realtif padat penduduk.  

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 

adalah:  

1. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;  

2. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta  

3. Terbukanya lapangan kerja berkualitas, 

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat 

ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat 
Tahun 2022 

 

No Indikator Kinerja Target Tahun 2022 

1 Pertumbuhan Ekonomi 4,23-5,34 

2. Tingkat Kemiskinan 13,00-13,13 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,19-3,70 

Sumber: RKP Tahun 2022 

 
Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi 

pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak 

pandemi COVID-l9 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. 

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2022 

belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk 

kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada 

protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang 

dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada 

peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan 

kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai 

sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus  serta jelas 

sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) 

pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi 

perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata 

alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara 

Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan 

daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui 

optimatisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk 

optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan.  
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Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan 

bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom 

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota 

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah provinsi. 

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk 

rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan 

pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, 

Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas 

pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022  yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota 

Triwulan IV yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

pada tahun 2022 sebesar Rp.264.476.541.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan 

dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebesar Rp.252.276.441.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar 

Rp.69.124.442.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.183.151.999.000,-. 

Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan pagu total sebesar Rp.12.200.100.000. Pelimpahan dan penugasan dari 

pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi 
 

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi 

yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: 

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri 

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 
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2022 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup 

Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2022 melalui program peningkatan 

kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan 

penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub 

kegiatan pelaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.864.966.000,-. 

Adapun sasarannya sebagai berikut: 

a. Meningkatkan  koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk 

menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan 

dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten /Kota 

b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk 

mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan 

nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan 

DAK pada daerah Kabupaten/Kota 

c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta 

kerja sama daerah 

d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan 

e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan 

capaian SPM) 

 

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan  

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 

2022,  melalui Program Dukungan Manajemen yang didalammya  terdapat 

kegiatan  Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan 

Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan 

Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan,  Perencanaan dan 

Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan 

Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, 
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Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan 

dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya; serta Program 

Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang 

didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen 

Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan,  Peningkatan 

Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan 

(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),  Peningkatan 

Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan 

Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu  Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.14.251.005.000,-  

Adapun sasarannya sebagai berikut: 

a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan 

kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan; 

b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat; 

c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat; 

d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan; 

e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi 

sesuai standar; dan  

f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan 

rujukan 

 

3. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas  

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 

tentang pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 

Pembangunan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka 

penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun Anggaran 2022 melalui program Program 

Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan 

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan 
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output yang dihasilkan yaitu  Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Adapun sasarannya untuk 

meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk 

menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan 

penganggaran di daerah dan mewujudkan penyelarasan perencanaan antara 

pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan 

nasional. 

 

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan  

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia 

nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian  Urusan Pemerintahan 

Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian 

urusan   Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan kepada Pemerintah  

Daerah  Dalam Rangka Penyelenggaraan  Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 

2022,   melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan 

Sumber Daya Ikan, Pemantauan produk, Program Dukungan Manajemen, 

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan Program Pelayanan Publik Lainnya, 

dengan kegiatan dan sub kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat 

Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran Internal, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Fasilitasi dan 

Pembinaan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, 

Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, 

Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pemantauan dan Evaluasi serta 

Pelaporan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, 

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Pengelolaan Produksi dan Usaha 

Pembudidayaan Ikan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, 

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan, Operasi 
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Armada dan Infrastruktur Pengawasan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil 

Kelautan dan Perikanan, Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Pemasaran Hasil 

Kelautan dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada lembaga, Pengolahan dan 

Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal 

Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Fasilitasi 

dan Pembinaan UMKM, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen 

Pengelolaan Ruang Laut, Promosi, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, 

Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman 

Hayati Laut, Sarana Pengembangan Kawasan serta Konservasi 

Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, alokasi anggaran sebesar Rp.4.295.058.000,-.  

 

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian  

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian 

tahun anggaran 2022 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi 

Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program 

Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan 

kegiatan meliputi: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, 

Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis 

Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan 

Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha 

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Penguatan 

Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan 

Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana 

dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, 

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan 

Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga 

Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 

Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Dukungan 
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Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.23.147.966.000,- adapun sasarannya meliputi: 

a. Meningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan; 

b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan 

organisme pengganggu tumbuhan; 

c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman; 

d. Meningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura; 

e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura; 

f. Meningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan; 

g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana 

pertanian; 

h. Meningkatkan  pengelolaan air irigasi untuk pertanian; 

i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian; 

j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk 

peningkatan kapasitas petani; 

k. Meningkatkan kinerja penyuluh; 

l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat 

produsen dan konsumen; 

m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; 

n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; 

o. Meningkatkan  pemantapan ketahanan pangan rumah tangga; 

p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan; 

q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan 

r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan/ 

 

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah  

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

telah ditetapkan Peraturan Menteri  nomor 1 tahun 2022  Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan  

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2022, 

melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi 
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dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan 

meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, 

dengan alokasi anngaran sebesar Rp.13.199.355.000. adapun sasarannya 

meliputi: 

a. Meningkatkan  pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, 

pendataan, dan keuangan; 

b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi; 

c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi; 

d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan 

e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi 

 

7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah 

Raga  

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah     ditetapkan  

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021, tentang 

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan 

Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2022,  melalui Program 

Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu 

Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan 

Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan 

Output yang dihasilkan  Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.2.754.585.000. Adapun sasarannya meliputi: 

a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan; 

b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan  

c. Peningkatan wawasan pemuda 

 

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman 

Modal  

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan 
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Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2022 melalui Program 

Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 282.662.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan 

penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah 

provinsi. 

 

9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan  

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan 

Tahun Anggaran 2022, melalui Program Dukungan Manajemen dan Program 

Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan 

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan 

Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan 

Layanan Perkantoran dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dan 

Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan 

Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.243.142.000,-  

adapun sasarannya meliputi: 

a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah; 

b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah; 

c. Meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah; 

d. Mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah; 

e. Mengembangkan ekspor daerah; dan 

f. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di 

daerah. 

 

10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian 
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  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021  tentang lingkup 

Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang perindustrian yang Dilimpahkan 

Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan 

dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022,  melalui Program Nilai Tambah Dan Daya 

Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, 

Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan 

Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.658.000.000,- adapun 

sasarannya mencakup: 

a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, 

dan Aneka; dan  

b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

 

11. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional 

  Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Perpustakaan   telah ditetapkan Peraturan 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang 

penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022 

melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan 

Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output 

Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.422.567.000,-. Adapun sasarannya meliputi: 

a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam 

pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat 

sepanjang hayat; 

b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan  

c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber 

daya Perpustakaan. 

 

12.   Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan  

   Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan 
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Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor  3 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 

2022, melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan 

Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, otput yang 

dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan 

Perkantoran, dan Program Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 

kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, 

Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, 

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas 

dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.667.264.000,- Adapun sasarannya 

meliputi: 

a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; 

b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija; 

c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja; 

d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan 

luar negeri; 

e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan  

f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas. 

 

13. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif  

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomim Kreatif  telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia  nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  Tahun Anggaran 2022  melalui Program 

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif  dengan kegiatan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pariwisata,  Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, 
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Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri 

Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah dan Program Dukungan manajemen dengan kegiatan 

Pengembangan Perencanaan dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.1.680.000.000,- Adapun sasarannya meliputi : 

a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara; 

b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan 

kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara; 

c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara; 

d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prorirat bagi aparatur 

sipil negara. 

B.  Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan 

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas 

Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi NTB sebagai berikut: 

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian  

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup 

Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022,  melalui Program Ketersediaan, 

Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing 

Industri, serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi: 

Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pengelolaan produksi aneka 

kacang dan umbi tanaman pangan, Pengelolaan produksi tanaman serealia 

tanaman pangan, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman 

pangan, Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan, 

Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Peningkatan produksi buah dan 

florikultura, Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Peningkatan usaha 

dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura, Pasca panen, 

pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan, Dukungan manajemen 

dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, Penguatan perbenihan tanaman 

perkebunan, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan 

tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan kawasan tanaman semusim 
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dan rempah, Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, 

Penyediaaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Dukungan 

manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan, Peningkatan 

kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan produksi pakan ternak, 

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Fasilitasi pupuk dan 

pestisida, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana 

dan sarana pertanian, Pengelolaan air irigasi untuk pertanian, Fasilitasi 

pembiayaan pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat 

mesin pertanian, serta Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.153.353.074.000,- adapun sasarannya meliputi: 

a. Meningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 

Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari 

gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;  

b. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman; 

c. Meningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; 

d. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 

e. Meningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 

f. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian; 

g. Meningkatkan  Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; 

h. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian; 

i. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk 

peningkatan kapasitas petani; dan  

j. Meningkatkan Kinerja Penyuluh 

 

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum 

Dan Perumahan rakyat  

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat 

Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan 

Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
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tahun anggaran 2022,  melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan 

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan 

Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), 

serta Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen 

dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta 

Penanggulangan Darurat Akibat  dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan 

Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

27.609.877.000,- adapun sasarannya 

a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air 

serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan 

b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional 

sebagai kesatuan sistem jaringan  jalan 

 

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program 

Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program 

Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal 

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan 

output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal  Sarana Pengembangan 

Kawasan  Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.873.916.000,-.  Adapun sasarannya  yaitu 

a. pembangunan desa dan perdesaan;  
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b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan 

transmigrasi; 

c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. 

 

4. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan   

          Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan  di lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan 

Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelimpahan 

Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun 

Anggaran 2022 melalui dua Program yaitu Program  Pengelolaan Perikanan dan 

Kelautan, dengan kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat 

Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan, dan Pengelolaan pelabuhan 

perikanan  dengan sub kegiatan Bantuan peralatan/Sarana dan Prasarana bidang 

kemaritiman, kelautan dan perikanan   dan  Program Dukungan Manajemen,  

dengan kegiatan meliputi Dukungan Manajemen Internal, dengan  alokasi 

anggaran sebesar Rp.1.315.132.000,-. Penugasan urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

 

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas 

Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebagai 

berikut: 

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan 

Perikanan  

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia 

nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan 

Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka 
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Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 melalui Program 

Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan 

Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan 

Bantuan Peralatan / Sarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.100.000,-

Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 

(Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro). 

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan  

    Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65  Tahun 2021 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan 

Tahun Anggaran 2022 melalui Program Perdagangan Dalam Negeri dengan 

kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik 

Perdagangan dengan ouput  yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 

Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,- adapun sasarannya 

meliputi: 

a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah; 

b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah; 

c. Pengembangan sarana distribusi perdagangan; 

d. Peningkatan kapasitas logistik perdagangan.  
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BAB III 

REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN 

DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 
 

 
  

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.264.476.541.000,-  dan  

telah terealisasi Rp.223.708.392.961,- atau 84,59% dengan realisasi fisik mencapai 

98,48%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.69.124.442.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp.62.413.574.635,- atau 90,29% dan realisasi fisik mencapai 98,63%.  

Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebesar Rp.183.151.999.000,- dan telah terealisasi masing-masing 

sebesar Rp.149.511.184.251,- atau 81,63%  dengan realisasi fisik sebesar 97,52%, 

serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah 

Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- dan telah 

terealisasi sebesar Rp.11.783.634.075,- atau 96,59% dengan realisasi fisik sebesar 

99,17%.  

Tingginya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan pada triwulan IV Tahun 2022, secara umum disebabkan beberapa hal 

karena sudah terlaksananya semua program atau kegiatan di masing-masing satker  

 Secara proporsional masing-masing realisasi anggaran dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan  dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Gambar 1. Persentase Proporsi Realisasi  Anggaran Dekonsentrasi /Tugas 

Pembantuan Triwulan IV Tahun 2022  

 

 

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022 (data diolah) 

 

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG 

DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB 

 Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi  dana 

dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh  44 Satuan Kerja, pada Triwulan IV 

ini terdiri dari 34 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 14 Satuan 

Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran 

sebesar Rp.264.476.541.000,- dengan realisasi sebesar Rp.223.708.392.961,- atau 

84,59%  dan realisasi fisik sebesar 98,48%.  

  Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan 

kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai 

berikut: 

A. Dana Dekonsentrasi 

1. Kementerian Kesehatan  

Dana Dekonsentrasi, 
90,29

Dana TP Provinsi 
81,63

Dana TP Kabupaten, 
96,59
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     Kementerian Kesehatan mengalokasikan  Dana Dekonsentrasi sebesar 

Rp.14.664.605.000,-  yang dilaksanakan oleh  6 Satker.  Sampai pada Triwulan 

IV Tahun anggaran 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp.12.084.864.454,- 

atau 84,80% dengan capaian kinerja fisiknya 93,28%.  Adapun bentuk Program 

dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan 

sebagai berikut : 

a) Satker 230003 dengan anggaran sejumlah Rp. 2.308.902.000,- dengan 

capaian realisasi keuangan sebesar Rp.2.018.378.290,- atau 87,42%  

pencapaian realisasi kinerja fisiknya  sebesar 99,64%,  dengan satu Program  

yaitu program Dukungan Manajemen yang didalammya  terdapat kegiatan  

Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan output yang 

dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, kegiatan 

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, 

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, 

Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan,  Peningkatan 

Kesehatan Jemaah Haji, Pengelolaan krisis kesehatan, dengan output yang 

dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi 

serta Pelaporan, Data dan informasi Publik,  Pelayanan Publik Lainnya, dan 

Pelatihan Bidang Kesehatan.  

Adapun beberapa kegiatan yaitu  Pertemuan DHA/PHA, pertemuan advokasi 

mengundang 10 Kab/Kota dan LS terkait, Koordinasi LS dengan undangan 

yang sama, Konsultasi  Kab ke Prov, Prov ke Pusat,  validasi data dengan 

peserta dari Dikes Kab/Kota, Bimtek ke 10 Kab/Kota dan konsultasi ke Pusat 

Profil Kesehatan sebanyak 2 kali, monitoring dan evaluasi ke 10 Kab/Kota, 

Pertemuan dengan peserta Kab/Kota. Pembentukan DMT (Disaster Medical 

Team) dan Peningkatan Kapasitas Tim DMT yang terbentuk. Anggota Tim 

adalah LS, NGO, PSC119, Dikes RSUD, non pemerintah, instansi 

pendidikan; 

b) Satker 239000 dengan anggaran sejumlah Rp. 4.498.229.000,- dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp. 3.578.864.700,- atau 79,56% dengan 

pencapaian  fisik sebesar Rp. 84,03%, dengan dua program yaitu :  

(1) Program Kesehatan Masyarakat  didalamnya terdapat beberapa 

kegiatan yaitu  Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 
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Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak, Pembinaan Kesehatan 

Usia lanjut Produktif dan lanjut Usia, dan; 

 (2)  Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan  kegiatan 

Pembinaan Kesehatan Jiwa  dengan sub kegiatan Pelatihan Bidang 

Kesehatan. Kegiatan adalah Sosialisasi/edukasi Tim Provinsi ke 5 

Kab/Kota di Pulau Lombok, 2 Dusun per Kab/Kota, Mendukung 

Program Unggulan Revitalisasi Posyandu, mendukung sasaran 

strategis Penurunan AKI, AKB, dan Stunting.  

Bentuk kegiatan adalah rapat dengan peserta dari Pokjanal Provinsi 

dilaksanakan secara during; Workshop di Provinsi dan Kabupaten secara 

hybrid, dengan peserta dari desa, lintas sektor, lintas program, dan dari Dikes 

Kota Mataram,  Mendukung sasaran strategis Penurunan AKI dan AKB. 

Bentuk kegiatan adalah Pelatihan untuk tenaga kesehatan Puskesmas yang 

dilaksanakan di 4 Kabupaten. Tim Provinsi sebagai fasilitator; 

c) Satker 239005 dengan anggaran sejumlah Rp. 814.576.000,- dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.727.950.660,- dan fisik sebesar 100%, 

dengan satu  program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yang 

didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pembinaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, 

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Mutu dan Akreditasi 

Pelayanan Kesehatan dengan sub kegiatan Koordinasi,  Fasilitas dan 

Pembinaan Pemerintah Daerah. Kegiatan  adalah advokasi Provinsi ke 

Kab/Kota, pertemuan di Provinsi dengan peserta dari Dikes Kab/Kota. 

Mendukung sasaran SDG's (kehidupan sehat dan layak) dan SPM. Bentuk 

kegiatannya adalah Peningkatan Kompetensi Dokter dalam Tatalaksana 

Kasus Rujukan Non Spesifik, dengan peserta Dokter Puskesmas, Sosialisasi 

dengan peserta dari RS Kab/Kota. Metode yang digunakan adalah belded, 

dan mendukung Sasaran Strategis Penurunan AKI dan AKB, Penurunan 

Stunting. Bentuk kegiatan adalah monitoring dan evaluasi Tim Provinsi dan 

Kemenkes ke RSUD Kab/Kota; 

d) Satker 239006 dengan anggaran sejumlah Rp. 4.743.333.000,- dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.4.011.199.804,- atau 84,57% dengan 

pencapaian fisik sebesar 81,02%, dengan dua program yaitu:  
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(1) Program  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang didalamnya 

terdapat beberapa kegiatan yakni  Surveilans dan Karantina Kesehatan,       

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular,   Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit  Menular,  Pengelolaan Imunisasi dan;  

(2) Program Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan 

Kesehatan Lingkungan   sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik lainnya, dan Pelatihan Bidang 

Kesehatan.  

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni : 

-     Mendukung sasaran SDG's (akses air bersih dan sanitasi) dan Penurunan 

Stunting. Bentuk kegiatannya adalah pertemuan koordinasi untuk 

pembinaan TPP (tenaga Pengelolaan Pangan) di 10 Kab/Kota, 

monitoring dan evaluasi peningkatan kesehatan lingkungan serta 

penguatan jejaring LP/LS bidang TPP; 

-  pelaksanaan infeksi sanitasi kesehatan lingkungan residu pestisida, 

pertemuan daring koordinasi pengawasan kualitas air minum, monitoring 

dan evaluasi pengawasan limbah medis dan kesehatan lingkungan 

Rumah Sakit, pertemuan daring penguatan jejaring limbah medis dan 

kesehatan lingkungan Rumah Sakit; 

-   Bimtek percepatan 5 pilar STBM, verifikasi STBM Kab/Kota, orientasi e-

monev kesehatan lingkungan secara daring, pertemuan 

penyelenggaraan Kab/Kota sehat secara daring, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan Kab/Kota sehat, advokasi dan sosialisasi perubahan 

iklim secara daring, monitoring dan evaluasi perubahan iklim di 10 

Kab/Kota, daring advokasi dan sosialisasi ke jejaring LS/LP di TFU, 

Bimtek jejaring TFU. Tahun 2023 diusulkan kegiatan yang sama; 

-   Mendukung Sasaran Strategis SDG's (kehidupan sehat dan layak) dan 

SPM. Bentuk kegiatan adalah Pertemuan pemetaan resiko penyakit 

potensial wabah, dilaksanakan di 7 Kab dengan peserta sebanyak 13 

orang dari Dikes Kab/Kota; Bimtek validasi ke Labkesmas dan RS 

Rujukan; Monev implementasi surveilance berbasis Lab secara daring, 

Bimtek penemuan kasus tergantung kejadian wabah/KLB; surveilance 
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pengendalian vektor pada event khusus seperti Moto GP/MXGP. Tahun 

2023 tidak ada, diganti dengan Bimtek Surveilance dari Kekarantinaan; 

-    Mendukung sasaran strategis SDG's (kehidupan sehat dan layak), SPM 

dan program unggulan Reviltalisasi Posyandu. Bentuk kegiatan adalah 

screening Penyakit Tidak Menular DM, hipertensi, obesitas, kanker 

iva/serviks, gangguan penglihatan/pendengaran, bertempat di Posyandu 

Kab/Kota; 

-   Mendukung sasaran strategis SDG's (kehidupan sehat dan layak dan  

SPM. Bentuk kegiatan adalah kegiatan penguatan kapasitas yang 

dilaksanakan di 10 Kab/Kota dengan peserta dari Kader dan petugas 

Puskesmas. Tahun 2023 diusulkan kegiatan yang sama.; 

e) Satker 239007 dengan anggaran sejumlah Rp 229.105.000,- dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.218.955.000,- atau 95,57% dengan 

pencapaian fisik sebesar 98,04%  dengan satu  program yaitu Program 

Pelayanan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan 

yakni  Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat 

Publik dan Perbekalan Kesehatan,  Peningkatan Produksi dan Distribusi 

Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes),  dengan sub 

kegiatan yaitu  Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan 

Pembinaan Badan Usaha. 

Kegiatan yang sudah dilaksanakan  adalah monitoring dan evaluasi tim 

provinsi ke PBF Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi tim Provinsi ke 

PAK Kab/Kota, pertemuan di Provinsi dengan mengundang Dikes Kab/Kota, 

dilakukan secara daring, pertemuan di Provinsi secara luring, dengan peserta 

dari Dikes Kab/Kota Seksi Farmasi, dan pertemuan secara daring. Peserta 

berasal dari Dikes Kab/Kota Seksi Farmasi; 

f) Satker 239008 dengan anggaran sejumlah Rp 1.656.860.000,- dengan  

realisasi keuangan sebesar Rp.1.529.516.000,- atau 92,31% dengan 

pencapaian fisik 96,94%, dengan dua  program yaitu :  

(1) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan kegiatan  Perencanaan 

dan Pendayagunaan SDM Kesehatan  dengan sub kegiatan yaitu 

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan;  
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(2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  dengan sub kegiatan yaitu  

dengan kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan 

sub kegiatan yaitu Pelatihan Bidang Kesehatan. 

   Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu penyusunan perencanaan kebutuhan 

SDMK tingkat Provinsi, dengan peserta dari Dikes 10 Kab/Kota, RS, dan LS 

(BKD, Biro organisasi),  pelatihan sebanyak 12 batch @30 orang dengan 

sasaran Tim TGC; 

 

2.  Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.864.966.000,-  yang dilaksanakan oleh  4  

Satker yang terdiri dari 1  Satker pada   Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.290.000,- Inspektorat Daerah 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.019.000,-  Sekretariat Daerah dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.1.172.545.000,-  dan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

236.112.000,-. Sampai pada Triwulan IV Tahun anggaran 2022 capaian  realisasi 

sebesar Rp.1.848.307.782,-.atau 99,11% Adapun bentuk Program dan Kegiatan 

yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 

236.290.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.236.290.000,- 

atau 100%, dengan realisasi kinerjanya 100%,   dengan  Program Kapasitas 

Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan 

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah 

dengan output yang dihasilkan yaitu  Kebijakan Bidang Tata Kelola 

Pemerintahan.  

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :  

1. Memberikan rekomendasi atas usulan DAK kabupaten/Kota 

diwilayahnya, terdiri dari : a.   Sosialisasi arah kebijakan DAK; b.   Finalisasi 

Rekomendasi usulan DAK,  c.   Analisis usulan dan penyusunan laporan hasil 

analisis  dan; 
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 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas 

pembantuan, terdiri dari : a.   Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TP di 

kabupaten/kota; b.   Inventarisasi dan analisis data TP di kabupaten/kota. 

b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah 

dengan anggaran sejumlah Rp. 220.019.000,- pencapaian realisasi 

keuangan sebesar  Rp.220.017.725,- atau 99,99%, dengan realisasi 

kinerjanya 100%, dengan  Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan 

Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan 

Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu  

Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.  Pelaksanaan Kegiatan 

Monitoring Capaian SPM Kab/Kota sudah selesai. 

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu : 

- Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Dari Aspek Teknis dan 

Umum,  Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya (Pengawasan 

Capaian SPM); 

c) Satker 239236 pada Satuan Kerja  Perangkat Daerah Sekretariat Daerah  

dengan anggaran sejumlah Rp. 1.172.545.000,-  pencapaian realisasi 

keuangan sebesar  Rp.1.172.204.435,- atau 99,97%, realisasi kinerjanya 

sebesar sudah 100%, dengan  Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan 

Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan 

Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu  

Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.  

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :  

- Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama yang Dilaksanakan Daerah 

Kab/Kota Dalam Satu Provinsi; 

- Evaluasi LPPD Kab/Kota; 

- Pengawasan terhadap Perda Kab/Kota; 

- Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Daerah 

Provinsi dan Daerah Kab/Kota di Wilayahnya (melalui peningkatan daya 

saing wilayah berbasis kawasan strategis nasional) 

d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman  

Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu  dengan anggaran sejumlah Rp. 
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236.112.000,-  pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.219.795.622,- 

atau 93,97%, realisasi kinerjanya sebesar 100%,  dengan  Program 

Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan 

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah 

dengan output yang dihasilkan yaitu  Kebijakan Bidang Tata Kelola 

Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).  

 

3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)   

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.004.000,- pencapaian 

realisasi keuangan sebesar Rp. 901.025.050,- atau 92,60%, realisasi kinerja 

sebesar 100%,  pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda),  yang dilaksanakan oleh 1 

Satker dengan  Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan 

kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja 

sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu  Kebijakan Bidang Tata Kelola 

Pemerintahan.  

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa : 

-     Koordinasi percepatan pembangunan kawasan prioritas pembangunan 

nasional meliputi kawasan KEK; 

- Koordinasi keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan rangkaian 

penyusunan RKP (temu konsultasi, triwulanan, rakortek, musrenangnas) 

koordinasi isu, program dan kegiatan strategis masing-masing provinsi yang  

akan dibahas pada forum musrenbangnas; 

-    Pemantauan kab/kota (rapat evaluasi pelaksanaan Dana 

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Triwulanan), dan Koordinasi pelaksanaan 

penillaian penghargaan pembanguna daerah; 

 

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan  

 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.979.926.000,- yang 

dilaksanakan oleh  pada  Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan IV Tahun 

anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.2.943.161.239,- atau 98,77% 
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dengan rata rata realisasi fisik 98,21%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan 

yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 197.800.000,- realisasi 

keuangannya Sebesar Rp.197.630.000,- atau 99,91% dengan realisasi 

fisiknya 100%,  dengan satu  Program yaitu Program Dukungan Manajemen 

dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan 

Pengelolaan Data dan Informasi dengan sub kegiatan  yaitu  Layanan 

Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik. Kegiatan yang 

telah dilaksanakan berupa Pembayaran honor administrasi satker; 

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :  

- Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan dengan Kab/Kota; 

- Pembayaran Honor Administrasi Satker dan Belanja Bahan, dengan 

sasaran unit kerja, bidang dan UPT dan Dinas Kab/Kota untuk 

perencanaan. Sisa Anggaran merupakan Belanja Bahan dan untuk 

Pembayaran Internet; 

b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp.432.271.000,- realisasi 

keuangannya sebesar Rp.432.270.400,- atau 99,99% dengan kinerja fisik 

100% dengan dua program yaitu :  

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan 

Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan 

Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan 

Perizinan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan sub 

kegiatan   Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat,  Fasilitasi 

dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Kelembagaan Publik 

Bidang Ekonomi, Pemantauan   masyarakat dan kelompok masyarakat, 

Pemantauan produk dan;  

(2)    Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan  Dukungan Manajemen 

Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan sub kegiatan  

Layanan Dukungan Manajemen  Internal dan Layanan Manajemen 

Kinerja Internal.  

Adapun  kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa : 
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- Bentuk kegiatan adalah Tata kelola kelembagaan publik bidang ekonomi 

dalam bentuk rapat ( koordinasi dan identifikasi, lokasi Bima dan Lombok 

Timur); 

-  Rapat Persiapan Pelabuhan perikanan lokasi pelaksanaan PNBP perikanan 

tangkap yang terkelola pendataannya; 

- Honorarium petugas PIPP, Pembayaran Internet untuk mendukung tata 

kelola perizinan perikanan tangkap, - Honorarium petugas perizinan untuk 

mendukung tata kelola perizinan perikanan tangkap;  

- Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi tata kelola perizinan perikanan 

tangkap; 

- Pertemuan sosialisasi Kegiatan e-Logbook, untuk melakukan pembinaan 

petugas pelabuhan terkait pengisian data e logbook sisa anggaran untuk 

undangan pusat (lokasi PPP labuhan Lombok);  

- Inisiasi dan Koordinasi pembentukan lembaga pengelolaan perikanan di 

WWPN RI Perairan Darat. Baru tahap pengumpuan data 

(lobar,loteng,lotim,ksb,sumbawa) sisa anggaran untuk koordinasi dan honor 

petugas, dan  Penyusunan rencana program dan anggaran; 

c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp. 984.630.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.955.066.052,- atau 97,00% dengan kinerja fisik 

94,44% yang terdiri dari dua program yaitu :  

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan  

Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi 

dan Usaha Pembudidayaan Ikan  dengan sub kegiatan Penyidikan dan 

Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan;  

(2) Program  Dukungan Manajemen  dengan kegiatan Dukungan manajemen 

Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan 

Layanan Dukungan manajemen Internal.  

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :  

- monitoring uji residu (lokasi 10 kabupaten/kota); 

- pembayaran perjalanan dinas dalam rangka pembinaan CBIB ke 

Pembudidaya ikan di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur, realisasi 

merupakan belanja perjalanan dinas ke kabupaten sumbawa dalam rangka 

identifikasi, koordinasi, dan pengawalan kegiatan prioritas DJPB, dan 
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Dukungan Manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Adanya 

Automatic Adjustmen (AA) pagu pada eselon I DJPB, sehingga realisasi 

tidak dapat tercapai sesuai target awal seperti honor petugas data serta 

pertemuan pengisian dan validasi data bidang kelautan dan perikanan 

provinsi NTB tdk dapat terlaksana;  

d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 166.922.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.166.864.720,- atau 99,97% dengan kinerja fisik 

94,44%,  yang terdiri dari dua program yaitu :  

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan 

Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan 

sub kegiatan  Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan;  

(2)    Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal 

dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.  

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:  

- Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Lombok 

Tengah, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kota Bima DKP, 

- Penyusunan Dokumen RKA-KL, KAK dan RAN TA. 2023,  

- Pembayaran Honor Pengelola Anggaran dan Pengumpulan Bahan Input 

Laporan; 

e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp 393.850.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.388.736.164,- atau 98,70% dengan kinerja fisik 

97,76% yang terdiri dari dua  program yaitu  : 

 (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan  

Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu 

Produk Kelautan dan Perikanan,  Investasi dan Keberlanjutan Usaha 

Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan Promosi, Kebijakan 

Bidang Pertanian dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan;  

(2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni  Dukungan 

Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk 

Kelautan dan Perikanan dengan sub kegiatan  yaitu, Layanan 

Manajemen Kinerja Internal.  
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Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 

- Kampanye/Safari Gemar ikan. Kegiatan direncanakan 7 Kali dan sampai 

bulan agustus baru dilaksanakan sebanyak 4 kali,  Pendampingan Pra-

SKP dan Monitoring UPI Ber-SKP/GM. Telah terbit 36 SKP, 31 SKP 

sedang berproses dan 8 sedang proses, realisasi pembiayaan UMKM 

sampai dengan bulan maret sebanyak 7 UMKM; 

- Dukungan operasional tenaga pendamping usaha dan Temu Bisnis 

investasi dan pembiayaan. Target pembinaan sudah mencapai 100%;  

f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp.804.453.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.802.593.903,- atau 99,77% dengan kinerja fisik 

98,61%,  yang terdiri dari tiga program yaitu :  

(1)  Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa 

kegiatan yakni Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan 

Keanekaragaman Hayati Laut, dengan sub kegiatan kemitraan, dan 

Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan,  

(2)  Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan 

dan Pemanfaatan Jasa Kelautan  dengan sub kegiatan Sarana 

Pengembangan Kawasan,  dan Kebijakan Bidang Ruang dan dan 

Pertanahan serta;  

(3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan   yakni  Dukungan 

Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut,  dengan sub 

kegiatan Kinerja Internal; 

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 

-    Dokumen Jejaring dan Kemitraan  Konservasi Hayati Perairan laut antara 

Gubernur NTB dengan Kementerian. Tinggal menunggu tanda tangan dari  

Ditjen Pengelolaan ruang laut KKP dan Gubernur NTB; 

-   Fasilitasi Ranpergub tata kelola garam, Pelatihan tata kelola penggaram 

(diversifiasi produk garam), Monev Pendukung PUGAR; 

-     Pencairan Honor Operasional Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi NTB. 

-   Perjalanan dinas ke Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Pulau 

Lombok. 
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5. Kementerian Pertanian 

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 

23.147.966.000,-  yang dilaksanakan oleh  5 Satker. Pada Triwulan IV Tahun 

anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.22.342.269.164,-   atau 96,52% 

dengan rata rata realisasi fisik 98,89%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan 

yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai 

berikut : 

a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp 6.933.837.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.6.207.028.122,- atau 89,52% dengan kinerja fisik 

98,01%, yang terdiri dari tiga program yaitu :  

(1)  Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  dengan 

kegiatan Perlindungan Holtikultura, dan Perbenihan Holtikultura dengan 

sub kegiatan yakni Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat,   

Sarana Pengembangan Kawasan, Pemantauan produk, Sarana Bidang 

Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  Sertifikasi Produk,  

(2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan 

Informasi Publik, dan  Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 

serta; 

(3) Program Dukungan Manajemen,  yang didalamnya terdapat  kegiatan 

yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 

pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan 

Penganggaran; 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Berdasarkan pelaksanaan anggaran kegiatan perbenihan hortikultura 

yang telah direncanakan di BBI Pertanian Provinsi NTB, maka sampai 

akhir Desember 2022 realisasi anggaran yang diserap mencapai Rp. 

3.279.804.260,-  (82,20 %) dari pagu Rp. 3.990.200.000,-, sedangkan 

realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%  

- Realisasi kegiatan yang dilaksanakan di BBI Pertanian Provinsi NTB 

adalah kegiatan Benih Sumber Batang Hortikultura berupa Perbanyakan 

Benih buah 10.000 Batang, Benih Sebar Umbi/rimpang hortikultura berupa 

Fasilitasi benih bawang merah 90 ton, Benih Sebar batang Hortikultura 
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berupa benih Manggis 22.000 batang dan kegiatan prasarana perbenihan 

hortikultura 1 unit. 

- Tahun 2022 BBI Pertanian melaksanakan kegiatan prasarana perbenihan 

hortikutlura yaitu pembangunan Screen House yang berlokasi di UPB 

Timbanuh kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut sudah terlaksana 

100 %. 

- Capaian indikator kinerja Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi 

Nusa Tenggara Barat merupakan hasil dari pelaksanaan beberapa 

kegiatan utama perlindungan Hortikultura Tahun 2022 yaitu : Penerapan 

Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Kegiatan PPHT merupakan salah 

satu metode penyebar luasan teknologi pengendalian OPT yang bersipat 

lokal dan ramah lingkungan yang diawali dari program nasional 

pengendalaian hama terpadu (PHT) melalui sekolah lapangan 

pengendalian hama terpadu (SLPHT). 

- Kegiatan Fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura sudah selesai. 

- Kegiatan Sertifikat Benih Hortikultura sudah selesai. 

- Kegiatan Pengembangan Varietas sudah selesai. 

- kegiatan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura sudah selesai. 

b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp 1.915.855.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.1.891.781.082,-  atau 98,74% dengan kinerja fisik 

100%,  yang terdiri dari dua program yaitu, :  

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  dengan 

kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan 

Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida,  dengan 

sub kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan,  Pelayanan 

Publik kepada masyarakat, dan Pelayanan Publik Lainnya. Dan; 

 (2)  Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan  Dukungan Manajemen 

dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,  

dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.  

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

-    Operasional Kegiatan Teknis Lingkup Air telah selesai dilaksanakan; 

-    Operasional Kegiatan Teknis Lingkup UPLAND; 
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- Penyusunan Dokumen urvey Investigasi dan Desain Pengembangan 

Jaringan Irigasi telah selesai dilaksanakan; 

- Pelaksanaan Sosialisasi dan koordinasi kegiatan perlindungan LP2B dan 

pengendalian alih fungsi lahan pertanian telah selesai dilaksanakan; 

- SID pengembangan lahan pertanian (lahan kering) di Kab. Dompu, Lombok 

Barat, Lombok Timur dan Sumbawa Telah selesai dilaksanakan; 

- Pelaksanaan Kegiatan Adminitrasi Keuangan, dan Workshop Updating 

Pelaporan Online pertriwulan Kegiatan Ditjen PSP semester II; 

- Penyusunan data e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi; 

- Penyusunan Data verifikasi dan validasi petani penerima pupuk bersubsidi; 

c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp.2.622.814.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.2.579.434.085,- atau 98,35% dengan kinerja fisik 

96,55% yang terdiri dari dua  Program yaitu  : 

 (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang 

didalamnya terdapat kegiatan yaitu  Pengelolaan Sistem Perbenihan  

Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan 

dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk,  Sarana 

Pengembangan Kawasan, dan; 

 (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan  sub kegiatan 

Layanan Manajemen Kinerja Internal   

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 

- Pelayanan sertifikasi benih padi ,  Pelayanan sertifikasi benih jagung, 

Pelayanan sertifikasi benih kedelai, Pelayanan sertifikasi benih aneka 

umbi, Pemantauan produk benih bersertifikat, monitoring pertanaman 

perbanyakan benih tanaman pangan Meminta kepada PBT Kab/Kota 

untuk mengirimkan Laporan ke Balai di awal bulan,  sudah terlaksana 

penanaman calon benih 5 Ha (BD-BP) di UPB Utan , belanja ATK bahan 

komputer dan Cetak Blangko Laporan Pengamatan OPT,  Proses 

pengajuan kontrak bantuan pemerintah untuk Poktan penerima kegiatan 

PPHT Padi & PPHT Akabi, Pembayaran BOP POPT, Honor Petugas THL 

POPT; 
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d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp.651.768.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.650.798.050,-  atau 99,85% dengan kinerja fisik 

100%, yang terdiri dari dua  Program yaitu : 

 (1)  Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri   dengan kegiatan 

Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan  Sarana 

Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan; 

(2)   Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan 

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan 

sub kegiatan  Layanan Manajemen  Kinerja Internal  

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :  

- Kegiatan operasional Laboratorium Lapangan berupa Pelatihan 

perbanyakan dan penyebaran APH bagi petani  sudah selesai di 

laksanakan di Kelompok Tani 3G lombok Utara, ; 

- Kegiatan Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Perkebunan 

sebanyak 10 orang sudah selesai,  insentif petugas BPT  sebanyak 10 

Org x 1 Bulan; Honor petugas data perkebunan Provinsi dan kabupaten 

sebanyak 12 Org x 1 Bulan, Pengumpulan data statistik perkebunan Kab. 

Sumbawa Barat dan Dompu, Insentif Mantri Statistik  sebanyak 116 Org 

x 1 KALI; 

e) Satker 239224  dengan anggaran sebesar Rp 11.023.692.000,- realisasi 

keuangannya sebesar  Rp.11.013.227.825,-  atau 99,91% dengan kinerja fisik 

99,91%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan 

Penyuluhan Pertanian  dengan sub kegiatan yaitu  Fasilitasi dan Pembinaan 

Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan  Fasilitasi 

Pembinaan Masyarakat.  

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- berupa Dilaksanakan pendampingan oleh provinsi ke kabupaten/kota, 

Pembayaran biaya operasional satker Bulan Desember 2022; 

- Kegiatan SIMURP menunggu arahan pusat terkait penambahan 

anggaran,  Pembayaran BOP Penyuluh ASN bulan januari dan februari 

2022 Pembayaran honor dan BOP THLTBPP bulan januari dan februari 
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2022 Dilaksanakan rapat-rapat, pertemuan kelompok tani dan 

penyerahan bahan praktek untuk kelompok tani  inti; 

 

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi sebesar Rp 13.199.355.000,- yang  berada pada Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh  1  Satker 

yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun 

anggaran 2022  sebesar Rp.9.983.694.150,- atau 75,64% dengan realisasi 

fisiknya 97,95% yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, 

Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan 

Pemberdayaan KUMKM,  Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha 

Mikro,  Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Pengembangan SDM 

Perkoperasian dan Jabatan Fungsional  dengan sub kegiatan Perencanaan dan 

Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Fasilitasi 

dan Pembinaan Masyarakat, dan  Data dan Informasi Publik; 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain  :  

-   Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis  (Perjadin). Lokasi yang di monev   

adalah Diskop kab/Kota ditentukan oleh Diskop Prov NTB; 

-  Kegiatan pendamping PLUT KUKM kepada Pelaku UMKM berupa Bimtek 

Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM (Digitalisasi Pemasaran, Kurasi Produk 

UMKM dan Perijinan/legalitas UMKM). Lokasi PLUT KUMKM KLU ditentukan 

oleh Kemenkop, Mendukung Program Unggulan UMKM  Bersaing Program 

kegiatan mendukung kebijakan Kemenkop yaitu Satu Data Indonesia (SDI) 

berupa :  

1. Pendataan lengkap KUMKM melalui aplikasi SIDT (Sistem informasi Data 

Tunggal), 

 2. Sasaran pelaku UMKM Non Pertanian, 

 3. Pendataan lengkap kepada 629 ribu pelaku UMKM di 8 kab/kota dengan 

jumlah enumerator /pencacah informasi sebanyak 1258 orang,  

4. Untuk honor enumerator sebanyak 1258 orang yaitu Rp. 12,5 M dengan 

harga satu data Rp. 20 rb/data; 

5. Bimtek untuk enumerator; 
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-  Terlaksananya biaya sewa di SMESCO Jakarta dan Smesco HUB Timur Nusa 

Dua Bali; 

-  Terbayarnya honorarium dan tansport lokal PPKL dan honorarium koordinator 

PPKL; 

-  Terbayarnya  honorarium dan perjalanan Tim Pokja Pengawas Koperasi di 

Provinsi dan  Kab/Kota se-NTB bulan Nopember 2022. 

 

7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga 

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi sebesar Rp 2.754.585.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan 

Olah Raga  dan dilaksanakan oleh  1  Satker yakni Satker 230071 dengan 

realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2022 sebesar 

Rp.2.663.427.180,-  atau 96,69%, dengan kinerja fisiknya 95,65%  yang terdiri 

dari satu   program yaitu Program  Keolahragaan, dengan kegiatan   Pengelolaan 

Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan  Fasilitasi 

dan Pembinaan Masyarakat. 

Adapun  Kegiatannya yaitu : 

- Operasional atlet di asrama (konsumsi, kebutuhan sehari-hari atlet dan 

pelatih), biaya pendidikan (SPP, buku, seragam), pakaian dan sepatu untuk 

olahraga, biaya perjalanan (mudik) atlet dan rapat pengurus. PPLP ini 

bertujuan untuk pembibitan atlet sejak dari tingkat pelajar dan dipersiapkan 

menjadi atlet pelajar hingga profesional. Peserta PPLP tahun ini sebanyak 46 

orang dengan 9 pelatih. Peserta PPLP ini merupakan hasil seleksi di 

Kabupaten/Kota dengan 3 pilihan mekanisme seleksi, yaitu talent scooting, 

Popda dan turnamen dengan seleksi (biasa dilakukan pada bulan Juni). 

Peserta PPLP tersebut bisa mengalami promosi dan degradasi berdasarkan 

prestasi dan attitude nya; 

 

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi sebesar Rp 282,662.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 

230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

realisasi keuangan sebesar Rp.280.397.482,- atau 99,20% dengan kinerja fisik 
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sebesar 100%. Adapun program yang tersedia yaitu  Program Penanaman Modal 

dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV 

dengan sub kegiatan  bantuan lembaga.  

Adapun kegiatan yaitu  : 

-   Pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan realisasi investasi,  untuk 

Target pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan realisasi investasi 

untuk PMA sebanyak 34 PMA (P. Lombok target 31 PMA realisasi 20 PMA, 

P. Sumbawa target 3 PMA belum terealisasi). Kendala yang dihadapi terkait 

PMA di NTB :  

1.  PMA yang sudah beroperasi ada yang tidak melanjutkan kegiatannya 

akibat pandemic; 

2.    PMA yang ijinnya sudah terbit tahun 2019-2020 dan sedang dalam proses 

pembangunan fisik dan/atau ijin sektoral kegiatannya dihentikan 

sementara akibat pandemic; 

3.    PMA yang ijinnya terbit tahun 2021-2022 ada yang belum melaksanakan 

kegiatannya. PMA ini yang didorong agar melanjutkan kegiatannya. 

 

9. Kementerian Perdagangan 

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi 

sebesar Rp 1.243.142.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 

Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.239.704.000,- 

dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.003.438.000,-  Pada 

Triwulan IV Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 

1.086.828.770,-    atau 87,43% dengan rata rata realisasi fisik sebesar  100%. 

Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker 

dapat di deskripsikan sebagai berikut: 

a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.239.704.000,-   

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.207.764.870,- atau 86,68% dengan 

kinerja  fisik sebesar 100%,  dengan dua program yaitu : 

 (1)   Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan 

Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan sub kegiatan 

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan; 
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 (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan  Dukungan 

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar 

Negeri dengan sub kegiatan Fasilitasi  Pembinaan Masyarakat; 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

-      Belanja honorarium, belanja bahan, belanja barang persediaan dan 

belanja perjalanan dinas kegiatan telah selesai dilaksanakan  (Cetak 

brosur UKM peserta kegiatan TEI dan rapat persiapan kegiatan TEI)  

dengan lokasi Tangerang banten.   

b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.003.438.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp.879.063.900,- atau 87,61% dengan capaian 

kinerja fisik sebesar 100%,  dengan satu program yaitu Program 

Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan 

Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu  Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah. 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu : 

- Telah terselenggaranya fasilitasi kegiatan pasar murah pada tanggal 29 

September 2022 di Halaman SMK 1 Gunungsari Lombok Barat; 

Terlaksananya pengumpulan data harga barang kebutuhan pokok dan 

barang penting di 3 pasar pantaun; 

- Telah terselenggaranya kegiatan identifikasi penjual dan pembeli 

potensial,  Koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Koordinasi dengan 

kabupaten dan pelaku usaha yang melakukan transaksi di kegiatan Pasar 

Lelang, Telah terselenggaranya kegiatan Bimbingan teknis SPLT Pasar 

Lelang Terpadu; 

- Terselenggaranya kegiatan layanan manajeman perkantoran dan 

terlaksananya perjadin dalam rangka penyusunan RKA KL TA 2023 di 

Bogor pada tanggal 25 s/d 28 September 2022, Telah terlaksananya 

kegiatan pengendalian mutu di Bogor pada tanggal 27 s/d 29 September 

2022; 

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pasar lelang di jakarta pada 

tanggal 08 s/d 10 Desember 2022; 
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- terlaksananya layanan administrasi satker dan perjalanan dinas dalam 

rangka konsultasi keuangan di Jakarta pda tanggal 08 s/d 10 Desember 

2022; 

- Terselenggaranya sosialisasi edukasi konsumen pada bulan Mei 2022, 

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan aksi Perlindungan Konsumen 

di Kota Mataram. 

 

10.  Kementerian Perindustrian  

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi 

sebesar Rp 1.658.000.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 

1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.1.646.642.265,-  atau 99,31%  dan realisasi fisik sebesar 100% , terdiri dari 

dua program yaitu : 

(1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan 

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, 

dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan 

Bidang Industri dan; 

 (2)   Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen 

Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub 

kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal. 

  

11.  Perpustakaan Republik Indonesia 

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi 

sebesar Rp.422.567.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang 

dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.422.567.000,- atau 100% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%,  

dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang 

melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang 

menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.  

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Pelaksanaan pendataan perpustakaan berbasis wilayah di kab/kota dan 

provinsi Tahun 2022, Workshop Bunda Literasi akan dilaksanakan pada 

minggu ke 4 bulan Oktober 2022.   
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12. Kementerian Ketenagakerjaan  

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi 

sebesar Rp.4.667.264.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 4 

Satker.   Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2022 realisasi keuangannya sudah 

terealisasi sebesar Rp.4.541.702.980,- atau 97,31% dengan capaian kinerja 

fisiknya sebesar   97,10%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang 

dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.442.632.000,- 

realisasi keuangan sebesar Rp.408.946.340,- atau 92,39% capaian realisasi 

fisik sebesar 100%,  yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan 

Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan 

Dukungan Manajemen  Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan  yaitu Pengawasan 

dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- melakukan pemeriksaan atas penerapan norma kerja di perusahaan dan 

K3,   dengan sasaran perusahaan yang sudah terdaftar. Saat ini Jumlah 

perusahaan di NTB sebanyak +/- 8000 dan yang masuk dalam WLKP 

adalah 5.200 perusahaan. Jumlah pengawas NTB adalah 10 orang, 2 di 

antaranya berstatus belum memiliki SIM pengawas. Setiap 1 orang 

pengawas harus mengawasi 50 perusahaan dalam 1 bulan.  

b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 

3.589.615.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.532.811.500,- atau 98,42% 

dengan capaian realisasi fisik sebesar 94,70%,  yang terdiri dari satu Program 

yaitu  Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan  

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Binalavotas,  Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas 

Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program 

Pelatihan Vokasi Binalavotas  dengansubkegiatan Pelatihan Bidang Industri 

dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan 

Event;  

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :  
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- Bimtek akreditasi dilakukan terhadap 15 LPK berdasarkan usulan 

Kab/Kota yang memenuhi kriteria oleh LALPK. Setelah itu dilanjutkan 

kegiatan visitisi oleh KA terhadap 8 kriteria/standar akreditasi; pelatihan 

peningkatan produktivitas untuk perusahaan yang berlokasi di Mataram 

(1), Lobar (4), Loteng (5), Lotim (5), Kab. Sumbawa (5). Pasca pelatihan 

dilanjutkan dengan bimbingan konsultansi (pendampingan). Dilakukan 

sebanyak 5 kali kunjungan, dengan rincian yaitu: kunjungan 1: crosscheck 

untuk kelayakan untuk identifikasi ulang perusahaan, kunjungan ke-2: 

identifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan, Kunjungan ke-3: 

penerapan alat yang tepat untuk atasi masalah, kunjungan ke-4: action 

plan, Kunjungan ke-5: presentasi hasil bimkon oleh perusahaan; Pelatihan 

manajemen dalam rangka peningkatan produktivitas selama 5 hari, 

dengan sasaran pengusaha dan pekerja (perusahaan dengan minimal 

pekerja 10 orang). Calon peserta mendaftar melalui Sisnaker. 

Narasumber: instruktur produktivitas, expert/praktisi bidang manajemen 

SDM 

c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 395.397.000,- 

realisasi keuangan sebesar Rp.365.837.140,- atau 92,52% capaian realisasi 

fisik sebesar 95,33,  yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan 

Ketenagakerjaan dengan kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  

Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 

(Ditjen PHI dan Jamsos),  Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos), dengan sub kegiatan Layanan Dukungan 

Manajemen Internal, Konferensi dan Event,  Fasilitasi dan Pembinaan 

Masyarakat. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :  

- Bimtek jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah. 

Narsum BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Sasarannya adalah 

pekerja dan pemberi kerja. Target 25 perusahaan (50 peserta). Kegiatan 

dalam bentuk clasiccal. Usulan perusahaan dari kab/kota dan usulan 

pekerja dari perusahaan; kegiatan Liga futsal untuk peringatan mayday. 

Sasaran: SP/SB, pekerja yang memiliki KTA. 
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d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 239.620.000,- 

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.234.108.000,- atau 97,70% dengan 

capaian kinerja sebesar 98,36%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program 

Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja 

Dalam Negeri,  Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan 

Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada 

masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta 

Pelaporan. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :  

- Melaksanakan forum komunikasi dalam rangka sosialisasi. Ada 3 forum 

komunikasi penempatan yang dilaksanakan dalam bentuk zoom meeting. 

Kegiatan forum penempatan AKAD, AKL; forum komunikasi penyuluhan 

bimbingan jabatan; 

- Pelatihan Upgrading fungsional pengantar kerja, Sasaran adalah 

fungsional pengantar kerja maupun petugas antar kerja, Petugas yang 

memberikan pelayanan antar kerja baik di Kab/Kota maupun BKK 

   13. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi sebesar Rp.1.680.000.000, pada Dinas Pariwisata yang 

dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 400595.   Pada Triwulan IV Tahun 

anggaran 2022  realisasi keuangan sebesar Rp.1.668.687.119,- atau 99,33% 

capaian realisasi fisik sebesar 100%, dengan dua  program yaitu :  

(1) Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif,  Pengembangan Tata Kelola 

Destinasi Pariwisata,  Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), 

Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion  dengan sub 

kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program 

Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan 

Keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 

Daerah. 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 
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a. Pelatihan untuk ASN Pariwisata (10 kab/kota), jumlah peserta 135 

orang dengan 3 janis pelatihan : pelatihan CHSE, Pemasaran pariwisata 

dan pengembangan ekonomi kreatif, yang berlokasi di Mataram dan 

Senggigi; 

b. Pelatihan pengembangan Ekraf yg dibagi menjadi 2 kelompok sub 

sektor : kuliner, kriya, fashion. Peserta 50 orang ASN (Dispar, Disperin, 

Diskop), yang mendukung Program Strategis: Pengembangan SDM 

Penunjang Layanan Pariwisata, yang berlokasi di Mataram; 

c. Kegiatan Bimtek SISPARNAS (Sistem Informasi Pariwisata Nasional) , 

Survei SISPARNAS oleh surveyor dan FGD hasil survey SISPARNAS. 

Peserta terdiri dari tenaga survey yang direkrut sebanyak 21 orang,  

ASN Dispar (40 orang) 10 kab/kota, dan praktisi, akademisi pelaku 

pariwisata (40 orang) dengan total peserta 101 peserta, Mendukung 

Program Unggulan Desa Wisata dan Program Strategis: 

Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata minimal 

Berkembang, yang berlokasi di Senggigi; 

d. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas ASN Dispar dalam 

penyelenggaraan event yang dilaksanakan 2 kali pada September dan 

November 2022 dengan jumlah peserta 100 orang, yang mendukung 

Program Strategis : Pengembangan Pemasaran pariwisata yang efektif 

dan efisien.  Dengan target jumlah kunjungan wisatawan melalaui 

pengelolaan event pariwisata, berlokasi di Gili Tramena; 

(2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangna 

perencanaan dan keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi da pembinaan 

pemerintah daerah. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Dukungan 

penyelenggaraan Dekon terdiri dari Belanja Bahan (Rapat,ATK), perjalanan 

dinas koordinasi ke pusat, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan.  

 

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta 

fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut  dibawah ini. 
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Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana 
Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB 

Tahun Anggaran 2022 Triwulan IV 
 

No 
Kode 

Satker  
Nama Satker  

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran  

% 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Realisasi 

Fisik 
1 239236 Sekretariat Daerah 1.172.545.000 1.172.204.435 99,97 100 

2 433352 Dinas Penanaman  
Modal Dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

236,112,000 219.795.622 93,09 100 

3 484160 Bappeda 236,290,000 236.290.000 100 100 

4 484161 Inspektorat 220,019,000 220.017.725 100 100 

5 239071 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan  

2.622.814.000 2.579.434.085 98,35 96,55 

6 239009 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan  

6.933.837.000 6.207.028.122 89,52 98,01 

7 239072 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan  

651.768.000 650.798.050 99,85 100 

8 239011 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan  

1.915.855.000 1.891.781.082 98,74 100 

9 239224 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan  

11.023.692.000 11.013.227.825 99,91 99,91 

10 239033 Dinas Perindustrian 1.658.000.000 1.646.642.265 99,31 99,67 

11 230003 Dinas Kesehatan 2.308.902.000 2.018.378.290 87,42 99,64 

12 239000 Dinas Kesehatan 4.911.829.000 3.578.864.700 79,56 84,03 

13 239005 Dinas Kesehatan 814.576.000 727.950.660 89,37 100 

14 239006 Dinas Kesehatan 4.743.333.000 4.011.199.804 84,57 81,02 

15 239007 Dinas Kesehatan 229.105.000 218.955.000 95,57 98,04 

16 239008 Dinas Kesehatan 1.656.860.000 1.529.516.000 92,31 96,94 

17 239076 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

239.620.000 234.108.000 97,70 98,36 

18 239219 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

395.397.000 365.837.140 92,52 95,33 

19 239028 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

442.632.000 408.946.340 92,39 100 
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20 239225 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

3.589.615.000 3.532.811.500 98,42 94,70 

21 235221 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

        197.800.000 197.630.000 99,91 100 

22 239065 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

432.271.000 432.270.400 100 100 

23 239066 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

984.630.000 955.066.052 97,00 98,84 

24 239067 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

166.922.000 166.864.720 99,97 94,44 

25 239068 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

393,850,000 388.736.164 98,70 97,76 

26 239069 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

804.453.000 802.593.903 99,77 98,61 

27 400595 Dinas Pariwisata 1.680.000.000 1.668.687.119 99,33 100 

28 230046 Dinas Koperasi 
UKM 

13.199.355.000 9.983.694.150 75,64 97,95 

29 230020 Bappeda 973,004,000 901.025.050 92,60 100 

30 230038 Dinas Perpustakaan 
Dan Kearsipan 

422.567.000 422.567.000 100 100 

31 230024 Dinas Penanaman  
Modal Dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

282.662.000 280.397.482 99,20 100 

32 239077 Dinas Perdagangan 1.003.438.000 879.063.900 87,61 100 

33 239029 Dinas Perdagangan 239.704.000 207.764.870 86,68 100 

34 230071 Dinas Pemuda Dan 
Olah Raga 

2.754.585.000 2.663.427.180 96,69 95,65 

T O T A L 69.124.442.000 62.413.574.635 90,29 97,81 

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah) 

B.  Dana Tugas Pembantuan 

1. Kementerian Pertanian dan Perkebunan 

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikasi dana Tugas 

Pembantuan pada triwulan IV dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.153.353.074.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker 

pada  Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.47.711.745.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan 

Hewan  sebesar Rp.105.641.329.000,-. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2022 
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telah direalisasikan sebesar Rp.119.831.875.821,- atau 78,14%  atau dengan 

rata rata realisasi fisik 95,46%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang 

dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a) Satker 239126, dengan alokasi  anggaran sebesar Rp. 7.148.337.000,-  

dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar  Rp.6.641.642.650,-. atau 

92,91% dengan kinerja fisik 93,00%, yang terdiri dari tiga  program yaitu  :   

(1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan 

anggaranRp4.338.870.000,- dengan realisasi 3.967.631.030,- atau 

91,44%,  dengan kegiatannya yaitu Pasca Panen, Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Tanaman dengan sub kegiatan : - Koordinasi, - Data 

dan Informasi Publik, - Sertifikasi Produk, - Sarana Bidang Pertanian, 

Kehutanan, dan lingkungan hidup; 

 - Koordinasi; 

   Kegiatan yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi 

pemanfaatan sarana pasca panen yang diberikan pada tahun 2022 

maupun tahun-tahun sebelumnya dan pembinaan terhadap 

pemanfaatan alat-alat tersebut. Alat-alat pasca panen antara lain 

berupa bantuan sarana pascapanen, bantuan dryer dan RMU dan 

pengawalan hibah terhadap alat yang sudah diberikan; 

- Data dan informasi publik; 

Petugas PIP Provinsi menyampaikan dan memantau harga setiap 

hari di pasar Induk Mandalika. Perkembangan harga tingkat produsen 

per bulan dan  rekapan rata-rata harga grosir komoditi tanaman pangan 

per bulan tahun 2022; 

- Sertifikasi Produk 

Kegiatan sertifikasi produk tanaman pangan terdiri dari pengujian 

3 komoditas utama tanaman pangan yaitu : 

- Pengujian mutu beras :  2   sample 

- Pengujian mutu jagung : 10 sample 

- Pengujian mutu kedelai :  2 sample 

- Sarana  Bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup; 

Melaksanakan Penyaluran Sarana Perontok/Pemipil, bantuan 

sarana Perontok/Pemipil tahun 2022 berupa:  
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- Power Thresher sebanyak 30 Unit 

- Corn Sheller sebanyak 40 Unit 

- orn Sheller Mobile sebanyak 5 Unit 

- Power Thresher Multiguna sebanyak 15 Unit 

- Power Thresher Multiguna Mobile sebanyak 3 Unit 

- Husker dan Polisher sebanyak 3 unit 

Semua bantuan sarana pascapanen diperuntukkan bagi kelompok 

tani/gapoktan dan UPJA.  

 

Tabel 3.2 Kelompok Penerima Bantuan UPH Tahun 2022 

No Nama 

Kelompok/Ketua 

Alamat Jenis Bantuan 

1 Poktan Apik Apik/ 

Ahmad Rifai 

Desa Bagik Polak 

Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok 

Barat 

Bantuan UPH 

Kedelai 

2 Poktan So 

Duwa/Anwar 

Desa Tonggorisa 

Kecamatan Palibelo 

Kabupaten Bima 

Bantuan UPH 

Kedelai 

3 Poktan Berugak 

Elen I/ Syaifuddin 

Zuhri 

Desa Gerisak 

Semanggeleng 

Kecamatan Sakra 

Barat Kabupaten 

Lombok Timur 

Bantuan UPH 

Jagung 

4 Usaha Pengolahan 

Rahmat Jaya/ Emi 

Surahmi 

Kelurahan 

Monggonao 

Kecamatan Mpunda 

Kota Bima 

Bantuan UPH 

Jagung 

5 KWT Karya 

Mandiri/Hj Malihah 

Desa Montong Terep 

Kecamatan Praya 

Kabupaten Lombok 

Tengah 

Bantuan UPH 

Tanaman Pangan 

Lainnya (Ubi 

Kayu) 

6 Gapoktan Maju 

Jaya/ Sanum 

Desa Sukadana 

Kecamatan Pujut 

Bantuan UPH 

Tanaman Pangan 
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Kabupaten Lombok 

Tengah 

Lainnya 

(Sorghum) 

 

(2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 

dengan kegiatan Pengelolaan produksi tanaman serelia dan 

pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan; 

Pelaksanaan kegiatan dapat kami sampaikan sebagai berikut : 

• Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; 

Pelaksanaan kegiatan dapat kami sampaikan sebagai berikut : 

- Kegiatan Kawasan Kedelai (ABT), proses kegiatan ini dimulai pada 

bulan April 2022 dengan mengumpulkan usulan CPCL masing-

masing kabupaten/kota potensi pengembangan kedelai di Provinsi 

NTB Alokasi anggaran kegiatan ABT Kedelai baru tersedia pada POK 

Revisi 8 dengan target luas untuk Provinsi NTB sebanyak 10.000 Ha 

dengan pagu  Rp. 13.152.000.000 dan tidak tersedia alokasi 

anggaran untuk pengawalan dan pendampingan. 

- Kegiatan padi Lahan Kering. Pada alokasi awal (POK awal) 

dialokasikan kegiatan pengembangan Padi Lahan Kering di 

Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan 

Kabupaten Bima masing-masing seluas 250 Ha (total NTB 1.000 Ha, 

namun mengalami refocusing dari pusat dengan informasi karena 

dibutuhkan anggaran untuk kegiatan Ibu Kota Negara baru (IKN); 

- Kegiatan Budidaya Padi Kaya Gizi (Padi Biofortifikasi) dalam rangka 

pengentasan stunting seluas 3.000 Ha. Sesuai Usulan Kabupaten, 

yaitu Kabupaten Lombok Tengah (1.581 Ha), Lombok Timur (635 

Ha), Lombok Barat (294 Ha) dan Lombok Utara  (490 Ha). Kegiatan 

ini menjadi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pada awalnya 

kriteria harus dengan model IP Padi 400 sehingga kegiatan tersebut 

dikembalikan ke pusat; 

- Pengembangan Sorgum seluas 500 Ha, kegiatan ini dialokasikan di 

2 wilayah yaitu Kabupaten Bima seluas 250 Ha dan Kota Bima seluas 

250 Ha. Namun tidak dapat dilaksanakan dan dikembalikan ke pusat 

dkarenakan tidak adanya minat petani untuk menanam sorgum 
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(harga dilapangan yang rendah ) karena petani masih cenderung 

untuk menanam jagung; 

- Kegiatan koordinasi dilakukan dalam rangka identifikasi CPCL, 

monitoring pertanaman, pelaporan data padi dan jagung, 

pengambilan ubinan, sosialisasi IP Padi 400, pendampingan 

pembuatan dan aplikasi BIOSAKA bersama Penyuluh dan POPT 

serta penetapan sasaran produksi tahun 2023: 

• Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan 

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

pada tahun 2022 terdiri dari kegiatan Pengadaan Barang Jasa (yang 

diserahkan kepada masyarakat) yaitu untuk pengadaan benih padi 

Inbrida sawah dilakukan dengan cara epurchasing (ecatalog), yang 

hanya ada di Kabupaten Dompu seluas 5.000 Ha, sedangkan untuk 

kegiatan Bantuan Benih Jagung seluruhnya dilaksanakan oleh Satker 

Pusat. 

(3) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan  Dukungan 

Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; 

Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Pembayaran Honor Pengumpul Data/Reporter/Mantri Tani, Honor 

Petugas Verifikasi Data (Admin) Kabupaten dan Honor Petugas 

Verifikasi Data (Admin) ProvinsivPertemuan Statistik Tanaman 

Pangan dengan Petugas Statistik Kabupaten/Kota se NTB; 

- Cetak POK dab DIPA Revisi 14 dan Revisi 15; 

- Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja. 

b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.878.936.000,- 

realisasi keuangannya sebesar Rp.4.825.150.560,- atau 98,90% dan realisasi 

fisiknya 99,37% yang terdiri dari tiga program yaitu :  

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 

dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan; 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

-    Kegiatan Persiapan  Kawasan Bawang Merah sudah selesai; 
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-  Kegiatan  Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi  Kawasan Bawang 

Merah sudah selesai dan Pendampingan dan Pengawalan  Kawasan 

Bawang Merah sudah selesai; 

-  Kegiatan persiapan  Kawasan Aneka Cabai sudah selesai dan  

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai 

sudah selesai, Kegiatan Pendampingan dan Pengawalan kawasan 

aneka cabe sudah selesai; 

- Bantuan yang diberikan kepada masyarakat (kelompok tani) untuk 

pasca panen berupa motor roda tiga, bak pencuci buah, meja 

packing, meja pengiris (Rp300.000.000). Alat pengolahan berupa 

perajang bawang, pembubuk cabe, penggorengan listrik 

(Rp270.000.000); Prasarana pasca panen (bangunan fisik);  

- Bantuan Sarana Produksi berupa pupuk NPK, Organik, Dolomit (12 

kelompok tani di Bima dan Sumbawa);  

- Kawasan durian berupa pupuk NPK, organik, dolomit seluas 30 ha di 

Lotim dan 20 ha di Lobar/KSB (7 kelompok tani).  

(2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya  

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura  dengan sub kegiatan 

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;  

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Kegiatan persiapan Sarana Pemasaran dan  Kegiatan Fasilitasi 

Bantuan Sarana Pemasaran sudah selesai; 

- Persiapan Prasarana Pemasaran dan Kegiatan Fasilitas bantuan 

Prasarana Pemasaran sudah selesai; 

- Kegiatan  Persiapan Sarana Pengolahan Hortikultura dan  kegiatan 

fasilitasi bantuan Prasarana Pengolahan Hortikultura sudah selesai; 

(3) Program Dukungan Manajemen dengan  kegiatan didalamnya yaitu 

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada 

Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan 

Penganggaran. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Kegiatan Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana 

anggaran sudah selesai, 
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- Kegiatan  Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan sudah 

selesai. 

c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.394.024.000,- 

realisasi keuangannya sebesar Rp.6.183.825.800,- atau 96,71% dan realisasi 

fisik 94,47%, yang terdiri dari dua Program yaitu :  

(1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan 

Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan 

Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman 

Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana 

Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana  Bidang Pertanian, 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan 

Perikanan; 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta di Kab. Lombok Timur 

seluas 100 Ha, Pengawalan dan pendampingan Intensifikasi 

Tanaman Kopi Robusta sudah selesai dilaksanakan; 

- Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi 

perkebunan sebanyak 3 desa sudah selesai dilaksanakan; 

- Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim seluas 20 

Ha sudah selesai dilaksanakan; 

- Pelaksanaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao 

di Kab. Lombok Utara seluas 50 Ha sudah selesai dilaksanakan; 

- Kegiatan Rawat Ratoon Tebu di Kab. Dompu seluas 200 Ha sudah 

selesai dilaksanakan; 

- Prasarana Pasca Panen Kopi berupa bangunan UPH dan bangunan 

unit pengering (solar dryer) Kab. Dompu sebanyak 1 Unit dan KLU 2 

unit dan   Prasarana pengolahan kopi berupa bangunan UPH di Kab. 

Dompu sebanyak 1 unit dan KLU 1 unit sudah selesai dilaksanakan; 

- Sertifikasi sudah dilaksanakan pada komoditas kelor dengan 

mengeluarkan 2 Sertifikat Mutu Benih (SMB) masing masing 38 Kg. 

dan 12 Kg. Sertifikasi kelapa dalam bentuk butiran 2 SMB sejumlah 

7.528 butir dan 5.500 butir,  Sertifikasi benih Jambu mete sebanyak 
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400 kg dan Kegiatan pengawalan mutu benih Tebu dikecamatan 

Pekat Kab. Dompu seluas 50 Ha terdiri dari 3 varietas yaitu Bulu 

Lawang, Cening, dan Mojo; 

- Pemeliharaan BPT dan PIT Jambu Mete yang telah ditetapkan di 

Kab. Sumbawa (1 Ha) dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih 

Unggul Kelapa di Kab. Sumbawa seluas 20 Ha sudah selesai 

dilaksanakan. 

(2)  Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan 

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan  

sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

-     Kegiatan evaluasi sudah selesai dilaksanakan terhadap kebun sumber 

kelapa mastutin yang berlokasi di 3 kecamatan Kab. Sumbawa 

dengan taksasi produksi benih sebanyak  55.391 butir pertahun; 

-   Operasional Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL PP) 

sebanyak 16 orang sudah selesai dilaksanakan. 

d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.290.448.000,- 

realisasi keuangannya sebesar Rp.27.175.634.562,- atau 92,78% dan 

realisasi fisik 94,58% yang terdiri dari dua Program yaitu:  

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk 

Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin 

Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi 

Pupuk dan Pestisida,  Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub 

kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang 

Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana 

Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, 

Pelayanan Publik kepada masyarakat  dan; 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya : 

- Pencairan belanja jasa, bantuan transport, perjalanan dinas dll 

mendukung kegiatan Upland. Kegiatan terlaksana untuk 40 kelompok 

masyarakat namun terdapat pelatihan yang tidak dapat terlaksana; 
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- Pembayaran jasa fasilitator desa; 

- Telah terselesaikan 5 unit irigasi perpompaan besar wilayah tengah 

di kabupaten bima (1 unit), lombok tengah (2 unit),  Lombok timur (1 

unit) dan Lombok Utara (1 unit); 

- Telah terselesaikan pembangunan 13 unit embung; 

- Total RJIT yang sudah terselesaikan 131 unit pada bulan november 

2022; 

- Terselesaikan kegiatan optimasi lahan pada bulan november 2022; 

- Pencairan biaya operaional pendataan e-rdkk pupuk bersubsidi dan 

Pelaksanaan layanan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi; 

- Terselesaikan kegiatan Sosialisasi dan koordinasi kegiatan 

perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di 

kabupaten lombok tengah, lombok timur dan sumbawa; 

- Koordinasi dan konsultasi LP2B ke pusat; 

- Dicairkan honor petugas BAST online dan pemanfaatan alsintan dan 

petugas pemeriksa alsintan provinsi dan kabupaten. 

 (2) Program  Dukungan Manajemen dengan kegiatannya   Dukungan 

Manajemen dan Dukungan  Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan 

Manajemen Internal. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya : 

-     Pembayaran biaya operasional satker. 

e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.591.329.000,- pada 

Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp.73.956.222.249.- atau 70,71% dengan realisasi pencapaian 

fisiknya 91,09%,-.  Rendahnya capaian realisasi keuangan karena adanya 

kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang pelaksanaan dimulai 

bulan Agustus 2022 berupa kegiatan Vaksinasi PMK, Pengobatan, Bioscurity 

dan Pengadaan Obat-Obatan dan Pelalatan yang hanya dicapai 65 persen 

serta  adanya kegiatan Penandaan ternak yang hanya mampu direalisasikan 

baik keuangan dan fisik 73 persen. Terdapat tiga  program yaitu :  
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(1) Program Ketersediaan,  Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  dengan 

kegiatan yaitu :  

 (a)   Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesehatan Masyarakat 

Veteriner dewasa ini memegang peranan penting dalam menyediakan 

produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 

(ASUH). Sebagai pintu keberhasilan pembangunan peternakan 

khususnya sektor hilir, bidang kesmavet selain dapat menyediakan 

protein hewani (daging, telur dan susu) serta produk hewan non 

pangan dan juga mampu mengamankan konsumen dari penyakit 

zoonosis yang dapat ditularkan dari produk asal hewan ke manusia. 

Tahun 2022 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Hewan Veteriner 

teralokasi aggaran sebesar Rp. 1.179.000.000,- dengan realisasi 

sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.173.690.000 atau 99,55%; 

 (b)  Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Tahun 2022 Pagu kegiatan untuk 

Mutu dan Keamanan Pakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah), dengan target produk sebanyak 50 produk/sampel, terdiri 

dari  ( Pakan Sapi Potong 12 produk, Pakan Sapi Perah 5 produk, 

Pakan Ayam Ras Petelur 10 produk, Pakan Ayam Ras Pedaging 10 

produk dan Pakan Itik 10 produk, serta bahan pakan 3 produk),  telah 

terealisasi keuangan sebesar Rp. 97.495.000.,- (Sembilan Puluh 

Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 

sebesar 97.5 %  dan fisik 100 % dengan output kegiatan sebanyak 50 

Produk/LHP (Laporan Hasil Pengujian); 

 (c) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,  Kegiatan 

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan pada satker 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2022 

teralokasi Anggaran yang tersedia sumber dana APBN dalam 

menunjang program yang dilaksanakan Bidang Kesehatan Hewan Rp. 

81.223.349.000,- (Delapan puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh 

Tiga Juta Tiga Ratus) dengan realisasi Rp. 53.347.639.600,- (Lima 

Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus 

Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus 
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Rupiah) atau sebesar 65,68 %.Sementara realisasi fisik kegiatan yaitu 

sebesar 90 persen; 

 (d) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, 

Kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi 

ternak pada satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

NTB tahun 2022 teralokasi anggaran sebesar Rp. 19.273.962.000,- 

realisasi kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 

16.600.499.500,- atau sebesar 87,04 Persen. Sementara realisasi 

fisik kegiatan yaitu sebesar 87,62 persen. Pada kegiatan ini terdapt 3 

sub kegiatan yaitu : Optimalisasi Reproduksi, Ternak Ruminasia 

Perah dan ternak ruminasia potong; 

(2)  Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri,  dengan kegiatannya   

yaitu     Pengembangan   Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Tahun 

2022 untuk kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil 

ternak teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.265.018.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp. 2.196.906.849,- (96,99%), dan realisasi fisik (100%). 

Terdapat 3 sub kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu : (1) Lembaga yang 

teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan 

eksport, (2) Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan, terdiri dari 4 sub kegiatan yakni – sarana dan prasarana 

pengolahan hasil ikutan ternak, - Sarana dan prasarana sertifikasi pupuk 

organic, - Sarana dan prasarana ternak, - sarana dan prasarana 

penguatan pemasaran hasil ternak,  (3) Sarana dan prasarana pasar 

ternak; 

(3) Program Dukungan Manajemen dengan  kegiatan yaitu Dukungan 

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan sub 

kegiatan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal; Layanan 

Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Satker 

Dinas  Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2022, 

meliputi layanan perencanaan, layanan perbendaharaan internal, layanan 

pengelolaan barang milik Negara, layanan data dan informasi dan 

layanan pemantauan dan evaluasi. Layanan Dukungan Manajemen dan 

dukungan teknis lainnya pada Satker Dinas  Peternakan dan Kesehatan 
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Hewan Provinsi NTB Tahun 2022, teralokasi anggaransebesar Rp. 

550.000.000,- dengan realisasi sebesar  539.984.300,- (98,18 

Persen),  untuk target output sebanyak 5 layanan dan realisasi fisik 100%. 

f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000..000,- pada 

Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp.1.049.400.000.- atau 99,94% dengan realisasi fisiknya 100%, 

dengan dua program yaitu : 

(1) Program  Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan 

Berkualitas, dengan kegiatan dua kegiatan yaitu :  Pengelolaan Air Irigasi 

Untuk Pertanian, dengan sub kegiatan Prasarana bidang pertanian, 

kehutanan dan lingkungan hidup, dan kegiatan fasilitasi pembiayaan 

dengan sub kegiatan Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan 

lingkungan hidup;  

Kegiatan yang telah dilaksankan yaitu : 

a. Irigasi perpipaan  

    pengembangan irigasi untuk pertanian merupakan kegiatan yang    

pada optimalisasi pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi 

dimana satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup maupun 

terbuka serta mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan (kebun HMT atau sanitasi dan minum 

ternak). Bantuan pemerintah yang diberikan untuk pengembangan 

irigasi perpipaan kepada kelompok tani ternak penerima adalah dalam 

bentuk uang yang di transfer langsung dari rekening kas negara ke 

rekening kelompok penerima bantuan yang akan melaksanakan 

pembanguan irigasi perpipaan. Adapun jumlah kelompok penerima 

manfaat Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian antara lain : 

1. Kelompok Koak Bagek manis, Dusun Bagek Manis Desa 

Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel, Lotim, jumlah anggota 34 

orang dengan ketua Amaq Murtini; 

2. Kelompok Bebaturan, Dusun karang Asem Desa Wanasaba 

Daya Kec. Wanasaba Kab. Lotim, jumlah anggota 34 orang 

dengan ketua oleh Suhaedi; 
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3. Kelompok tani ternak Ai Jelat, Desa Lito Kec. Moyo Hulu Kab. 

Sumbawa, jumlah anggota 10 orang dengan ketua oleh Agus 

Netra Dewa. 

b. Embung pertanian  

-    Kelompok Tani Ternak Rekan Sejati, Desa Sebasang Kecamatan 

Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan jumlah anggota 10 orang 

diketuai oleh Rawadi. 

- Kelompok Tani Ternak Kalampa Sama, Jalan M. Saleh Amin RT.010 

RW 004 Lingkungan Tangga Kelurahan Kandai I Kec. Dompu 

Kabupaten Bima dengan jumlah anggota 49 orang diketuai oleh 

Buyung Suriansyah  

c. Irigas Perpompaan  

- Kelompok Tani Ternak OI Potu Sejahtera, Dusun Salama Desa Lanta 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan jumlah anggota 10 orang 

diketuai oleh Abu Bakar. 

- Kelompok Tani Ternak Pade Mele, Dusun Kangas Desa Kabul Kecamatan 

praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah anggota 41 

orang diketuai oleh Sahdan. 

- Kelompok Tani Ternak Lang Aur, Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah anggota 10 orang diketuai 

oleh Toni Asmijaya. 

(2)  Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 

dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal; 

 

Adapun dukungan dana Manajemen dan Teknis Lainnya mencapai 99,92 

% dari total nilai Rp. 150.000.000,- dengan kata lain sudah terlaksana 

dengan baik.  

 

2. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat  mengalokasikasi 

dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.429.175.000,- 

yang dilaksanakan oleh  2 Satker,  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat.   Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar 
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Rp.20.096.505.666,- atau 70,69% dengan rata rata realisasi fisik 42,17%. 

Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker 

dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.139.983.000,- 

realisasi keuangan  sebesar Rp.24.137.181.614,- atau 99,99% dengan 

realisasi  fisik sebesar  100%,  yang terdiri dari dua program yaitu : 

 (1)   Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi 

dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan 

Darurat Akibat  dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air 

Bencana dan;  

(2)  Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan  Layanan Dukungan 

Manajemen Internal; 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya : 

- Pembayaran Honor Penunjang pelaksana kegiatan dan honor petugas 

OP irigasi bulan Desember 2022 pada PPK OP I, PPK OP II; 

- penyampaian Data 16 Daerah Irigasi SKPD TPOP Dinas PUPR Provinsi 

NTB  telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022; 

- Semua kegiatan pada pemeliharaan rutin pada PPK OP I dan PPK OP II 

telah selesai dikerjakan dengan progres fisik telah mencapai 100 %; 

- semua kegiatan pada pemeliharaan berkala telah sesesai di kerjakan 

dilapangan sehingga fisik telah mencapai 100 %; 

- Pembayaran  Belanja Keperluan Kantor (Internet Berlangganan), dan 

pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja bulan Desember pada PPK 

OP I, PPK OP II. 

b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.289.192.000,- dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.1.924.204.059,- atau 44,86%  dengan 

realisasi fisik sebesar 48,33%,  yang terdiri dua program yaitu :  

(1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan 

Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub 

kegiatan  OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM 

Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dan;  
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(2)    Program  Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen 

Internal. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :  

-  Pelaksanaan pada Komponen OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat 

(Jalan) dilakukan secara longsegment, pada kegiatan ini terdapat beberapa 

subkomponen yaitu : - Pemeliharaan Rutin, - Kondisi, 

Penunjangan/Holding, - Pemeliharaan Preventif, - Pemeliharaan Rutin 

Jalan, - Pemeliharaan Rutin Kondisi (Padat Karya), - Penunjangan/Holding 

(Padat Karya), 

Pengerjaannya dilakukan mekanisme pengulangan berkala (siklus) 4 kali 

dalam 1 tahun, pekerjaan dilakukan pada ruas jalan yang sama untuk 

pengulangan siklus pekerjaan. 

 

3. Kementerian Ketenagakerjaan  

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.159.916.000,- pada Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.805.924.762,- atau 69,48% dan realisasi fisik 

55,65% yang terdiri dari dua Program yaitu  :  

(1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan 

Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi,   dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok 

Masyarakat,  Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan 

Kawasan   dan;  

(2)  Pogram Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen 

Internal.. 

Adapun kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya  : 

- realisasi anggaran berupa bimtek peningkatan kapasitas mental 

rohaniwan/spiritual (da'iyah) bagi warga kawasan transmigrasi Tambora 

kab. bima,  labangka kab. sumbawa, talonang baru kab. sumbawa barat dan 
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puncak jeringo kab. lombok timur; Kegiatan  clean and clear status tanah 

(permasalahan pembebasan lahan transmigrasi); 

- Rehab. sarana air bersih: pembangunan bak tampung air dan pipa air bersih 

sebanyak 3 dusun (dari 8 dusun yang ada, lokasi Labangka, Sumbawa);  

- realisasi anggaran berupa biaya perjalanan dinas dan belanja bahan dalam 

rangka persiapan perpindahan dan penempatan, Realisasi anggaran berupa 

honor pengelola, perjadin konsultasi, ATK). 

 

4. Kementerian Kelautan Dan Perikanan 

Untuk tahun anggaran 2022 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan  

mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.2.713.132.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan yang pada tahun 

sebelumnya tidak ada dana tugas pembantuandan  dilaksanakan satu Satker 

yaitu Satker 239138, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.448.641.700,- atau 

16,54% dengan pencapaian realisasi  fisik  sebesar 19,20%,-. Adapun program 

yang ada yaitu  terdiri dari dua Program yaitu  :  

(1)  Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan 

Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan,  

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan  dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan 

/ Sarana,  Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dan;  

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen 

Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan sub kegiatan Layanan 

Dukungan Manajemen Internal. 

Kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya : 

- Perjalanan Dinas dalam rangka identifikasi dan validasi Usulan Koperasi 

Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan 5 GT; 

- Perjadin dalam rangka identifikasi dan pelaksanaan PNBP Pasca Produksi 

di PPI Sape,  Honorarium KPA dan lain lain. 

  Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya 

dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut  dibawah ini. 
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Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas 
Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB 

Tahun Anggaran 2022 Triwulan IV 

 
No 

Kode 
Satker 

Nama Satker 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi  
Anggaran 

% 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Realisasi 

Fisik  
1 239138 Dinas Kelautan Dan 

Perikanan 
1.315.132.000 1.315.111.250 99,99 100  

2 239126 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan  

7.148.337.000 6.641.642.650 92,91 93,00  

3 239127 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan 

4.878.936.000 4.825.150.560 98,90 99,37  

4 239128 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan 

6.394.024.000 6.183.825.800 96,84 58,72  

5 239133 Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan 

29.290.448.000 27.175.634.562 92,78 94,58  

6 239129 Dinas Peternakan 
Dan Kesehatan 
Hewan 

104.591.329.000 73.956.222.249 70,71 91,09 
 

7 239135 Dinas Peternakan 
Dan Kesehatan 
Hewan 

1.050.000.000 1.049.400.000 99,94 100 
 

8 239234 Dinas Pekerjaan 
Umum Dan 
Perumahan Rakyat  

24.139.983.000 24.137.181.614 99,99 100 
 

9 239237 Dinas Pekerjaan 
Umum Dan 
Perumahan Rakyat  

3.469.894.000 3.363.190.404  96,92 100 
 

10 350327 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

873.916.000 863.825.162 98,85 96,67 
 

TOTAL 183.151.999.000 149.511.184.251 81,63 96,92  

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah) 

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA          

PEMERINTAH  KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB 

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  dari 

Kementerian/Lembaga  sebanyak 2 Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV sebesar 

Rp.12.200.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.783.634.075,- atau 96,59%  dan 

rata-rata realisasi fisiknya 99,17%,  yang dilaksanakan oleh 3 Kabupaten/Kota yang 

terdiri dari 4 Satker  yaitu  Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Satuan Kerja,  
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Kabupaten Bima sebanyak  2 Satuan Kerja dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 1 

Satuan Kerja. 

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada  

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB adalah sebagai berikut : 

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan  

 Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan  

sebesar Rp. 5.200.100.000,- yang dilaksanakan oleh  2 Satker,  pada Dinas Kelautan 

Dan Perikanan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten Bima.  Pada Triwulan III Tahun anggaran 2022 telah 

direalisasikan sebesar Rp.4.207.672.250,- atau 80,92% dengan rata rata realisasi fisik 

68%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker 

dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a) Satker 230340, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.977.550.000,- pada 

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan realisasi 

keuangan  sebesar Rp.1.932.389.350,- atau 97,72% dan fisik sebesar 96,67%.  

Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan 

kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan 

Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana 

Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat); 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :  

- Pekerjaan Revitalisasi Gudang Garam Rakyat sudah selesai, namun 

belum diserahkan ke Koperasi karena masih menunggu BAST dari Pusat; 

- Belanja Barang Operasional berupa Belanja Honor Operasional Satuan 

Kerja, Belanja Pengiriman surat Dinas Pos Pusat, Honor Output Kegiatan, 

Barang Konsumsi dan perjalanan Dinas dalam kota; 

- Pekerjaan sudah selesai dan sudah diserahkan ke kelompok/koperasi; 

- belanja barang operasional kegiatan dan belanja barang review kegiatan 

usaha garam rakyat. 

b) Satker 239050, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.222.550.000,- pada 

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp.3.222.028.800,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100%. Adapun 

Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan 

kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan 
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Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana 

Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat),  

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

- Pengadaan kereta dorong mendukung pengangkutan garam dari lahan ke 

Gudang; 

- Pelaksanaan kegiatan integrasi pergaraman yaitu : 

a. Integrasi Pergaraman: Selesai di 2 lokasi dengan masing-masing 15 

Ha; 

b. Perbaikan Saluran Jalan Produksi: 6 paket (termasuk saluran tambak 

1 paket); 

-     Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi garam, pencairan 

pihak ketiga pelaksanan kegiatan integrasi pergaraman; 

-      Honorarium dan perjalanan dinas biasa. 

 

2. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang 

dilaksanakan oleh 2 Satker pada  Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten 

Lombok Utara, dan   Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Bima. Pada 

Triwulan III Tahun anggaran 2022, realisasi keuangan sebesar Rp.3.610.245.850,- 

atau 51,57% dan fisiknya sebesar 50,00%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan 

yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

a)  Satker 280831, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada 

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.3.859.837.125,- atau 96,50% dengan realisasi 

fisik sebesar 100%. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam 

Negeri  dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan 

kapasitas Logistik Perdagangan. Dengan sub kegiatan  yang dihasilkan adalah 

Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan. 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan  yaitu : 

- Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sejumlah 1 Unit 1 yang berlokasi 

di Bayan  (Pasar Ancak) dengan Nilai kontrak untuk pembangunan pasar 

ini sebesar Rp. 3.663.739.000,- dengan kontraktor PT. Pandu Mitra Jaya 
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Abadi. Konsultan pelaksana oleh CV Nusa Bangsa dengan waktu 

pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dan fisik pembangunan 

Pasar telah mencapai 100%. 

b) Satker 230451, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp. 2.769.378.800,- atau 92,31% dengan realisasi  fisik  

sebesar 100%.  Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam 

Negeri  dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan 

kapasitas Logistik Perdagangan dengan sub kegiatan  Prasarana Bidang 

Industri dan Perdagangan. 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar 

Rakyat sejumlah 1 Unit 1 yang berlokasi di Bolo, Bima. 

 

Rekapituasi besaran pagu anggaran dan pencapaian realisasi keuangan serta 

fisik tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut  dibawah 

berikut ini. 

Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas 
Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota  

se Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Triwulan IV 
 

No 
Kode 

Satker 
Nama Satker 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi  
Anggaran 

% 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Realisasi 

Fisik  
1 230340 Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten 
Lombok Timur 

1.977.550.000 1.932.389.350 97,72 96,67 
 

2 239050 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan Kabupaten 
Bima 

3.222.550.000 3.222.028.800 99,98 10. 
 

3 230451 Dinas Perindustrian 
Dan Perdagangan 
Kabupaten Bima 

3.000.000.000 2.769.378.800 92,31 100 
 

4 280831 Dinas Perindustrian 
Dan Perdagangan 
Kabupaten Lombok  
Utara  

4.000.000.000 3.859.837.125 96,50 100,00 

 

TOTAL 12.200.100.000 11.783.634.075 96,59 99,17  

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah) 
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BAB IV  

PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan  

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang 

dialokasikan  pada Satuan Kerja  Provinsi Nusa Tenggara Barat  untuk triwulan IV ini 

jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.264.476.541.000,- dan  telah terealisasi 

Rp.223.708.392.961,-  atau 84,59%  dengan realisasi fisik mencapai    98,48% terdiri 

dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.69.124.442.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp.62.413.574.635,- atau 90,29% dan realisasi fisik mencapai 98,63%,  Tugas 

Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sebesar Rp.183.151.999.000,- dan telah terealisasi  sebesar 

Rp.149.511.184.251,- atau 81,63% dengan realisasi fisik sebesar 97,52%, serta Tugas 

Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa 

Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- dan telah terealisasi sebesar 

Rp.11.783.634.075,- atau 96,59%  dengan realisasi fisik sebesar 99,17%. 

Rata-rata penyerapan belanja satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  

lingkup Provinsi  Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten/Kota, tinggi  penyerapan 

realisasi fisik dan keuangan  karena   pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. 

 

 4.2 SARAN 

 Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan : 

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan 

Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan 

penugasan supaya dapat  mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja 

sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi 

perencanaan dan pembangunan priorotas nasional yang telah ditetapkan baik 

secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi 

(video conference) maupun media lainnya; 
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2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggra Barat melakukan dan memperkuat pemantauan 

dan evaluasi  secara berkala kegaiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev  terhadap seluruh Satuan 

Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait; 

3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan 

kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan 

maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah 

disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik 

koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara up to date 

sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja  

4. bagi Satker pelaksana kegiatan; 

5. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk 

penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Nusa Tenggara Barat  sesuai 

petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga  dari aspek perencanaan sampai 

dengan implementasi  dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan; 

6. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu  dibentuk Tim Koodinasi 

Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 

untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan 

program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus 

merumuskan rekomendasi perbaikannya; 

7. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada 

Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali 

perencanaan dan pembangunan di daerah; 

8. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan 

Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, 

dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat 

dan daerah; 

9. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk 

mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional. 
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